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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman nilai-nilai syariah 
khususnya pada praktisi perbankan syariah PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah 
Niaga Madani.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam melaksankan 
penelitian, diperlukan data yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan 
pembahasan dan analisis. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik 
wawancara dan pengisian kuesioner yang berhubungan dengan masalah 
penelitian. Dimana setelah data-data dikumpulkan, penulis menggambarkan 
keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk menjelaskan bagaimana 
pemahaman praktisi perbankan syariah terhadap nilai-nilai syariah.. 
Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa system dan prosedur akuntansi 
pada pegadaian syariah masih tunduk pada ketentuan yang masih berlaku di 
Perum Pegadaian yang berbasis konvensional. Perbedaan antara gadai syariah dan 
gadai konvensional terletak pada sistem pembiayaan, penentuan biaya 
administrasi, dan penetapan tarif sewa modal/bunga atau yang dalam gadai 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
 Sering kita dengar “tidak ada satu pun di dunia yang tidak berubah,” yang 
secara eksplisit sebetulnya menyampaikan pesan bahwa perubahan itu adalah 
suatu hal wajar, bahkan sangat wajar. Sesuai dengan Sunnatullah, yang 
hakikatnya menyiratkan bahwa hanya tuhanlah yang kekal, sedangkan yang lain 
adalah fana, termasuk akuntansi sebagai disiplin ilmu pengetahuan dan praktik. 
Akuntansi adalah an everchanging discipline, berubah terus sepanjang masa. 
Perubahan tersebut sudah menjadi fakta sejarah yang tidak terbantahkan. 
Akuntansi pada masa Babylonia, misalkan, sudah sangat berbeda dengan 
akuntansi pada awal Islam, atau masa Luca Pacioli, atau pada masa sekarang. 
 Akuntansi yang ada sekarang sudah dipertanyakan keandalannya, karena 
ditenggarai tidak mampu lagi mengakomodasi  dan merefleksikan realitas bisnis 
yang semakin kompleks. Terbukti dengan berkembangnya kajian baru dalam 
disiplin ini seperti social and environmental accounting. Dari istilah yang 
disandangnya kita dapat mengetahui bahwa misi yang dibawa adalah aspek social 
dan lingkungan yang dalam akuntansi konvensional dua aspek ini tidak pernah 
diperhatikan dan diakomodasi. 
 Akar kelemahan akuntansi konvensional berakar pada egoisme. Sifat ini 
tidak saja merefleksi ke dalam bentuk private costs/benefits, tetapi juga terlihat 
pada orientasi akuntansi untuk melaporkan profit kepada pihak yang paling 
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berkepentingan, yaitu shareholders. Akibatnya, informasi yang disajikan 
akuntansi konvensional berbau egois. Selanjutnya sifat egoistik merasuk kedalam 
cara pikir dan pengambilan keputusan para penggunannya (users). Pengguna 
menjadi egoistik dan realitas yang diciptakan juga menjadi egoistik. 
 Akuntansi konvensional hanya concern dengan dunia materi, dan 
sebaliknya mengabaikan dan mengeliminasikan dunia non-materi  (spiritual). 
Semua simbol-simbol akuntansi adalah simbol-simbol materi. Simbol-simbol ini 
akan menggiring manajemen dan pengguna ke arah dunia materi yang pada 
akhirnya akan menciptakan dan memperkuat realitas materi. Manusia menjadi 
terkooptasi dengan materi. Materi diperlukan secukupnya untuk membantu proses 
perjalanan spiritual manusia untuk kembali ke Penciptanya. Materi bukan tujan 
hidup manusia. Ia hanya sekedar instrumen yang membantu perjalanan manusia 
kepada Sang pencipta. 
Ajaran normatif agama sejak awal keberadaan Islam telah memberikan 
persuasi normatif bagi para pemeluknya untuk melakukan pencatatan atas segala 
transaksi dengan benar/adil sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Swt. dalam 
Alquran Al-Baqarah [2]:282:         







Artinya: “Hai orang-orang yang beriman!  Apabila kamu 
bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, 
hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis 
di antara kamu menuiskannya dengan benar. Dan janganlah 
penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah 
mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah 
orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis 
itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnya, dan 
janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya… “ 
Ayat di atas merupakan arahan sekaligus bukti terkuat bahwa Islam adalah 
risalah yang sangat mendorong para Muslim untuk menggunakan akuntansi 
dalam setiap bisnis dan transaksi yang dilakukannya dalam dunia nyata (the real 
word). Ayat tersebut tidak sekedar norma, tetapi adalah praktik yang bisa 
“membumi” dalam bentuk prilaku kehidupan manusia. Ummat Islam menangkap 
ayat-ayat Alquran tidak berhenti pada tingkat normatif, tetapi diterjemahkan pada 
tatanan praktik sehingga manjadi nyata dalam dunia empiris. Upaya menurunkan 
ayat normatif ke dalam bentuk praktik mempunyai implikasi pada skala makro   
dan mikro dalam kehidupan umat Islam, yaitu: dalam konteks negara dan individu 
manusia. 
Dalam konteks akuntansi, kata “adil” dalam ayat tersebut di atas, secara 
sederhana, dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan 
dicatat dengan benar. Bila, misalnya, nilai transaksi adalah sebesar Rp100 juta, 
maka akuntansi (perusahaan) akan mencatatnya dengan jumlah yang sama; 
dengan kata lain, tidak ada window dressing dalam praktik akuntansi perusahaan. 
Pada pengertian yang pertama ini praktik moral, yaitu kejujuran, merupakan 
faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang 
disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. 
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Pengertian kedua dari kata ”adil,” bersifat lebih fundamental [dan tetap 
berpijak pada nilai-nilai etika (syariah) dan moral]. Ia berkaitan erat dengan 
pertanyaan-pertanyaan berikut: apakah praktik akuntansi konvensional saat ini 
telah menyajikan informasi akuntansi secara adil atau mengandung nilai-nilai 
keadilan? Apakah dasar-dasar teoretis yang melandasi “kerangka” akuntansi 
konvensional juga memiliki nilai keadlan? Pertanyaan-pertanyaan ini mendorong 
kita untuk melakukan langkah-langkah dekonstruksi terhadap akuntansi 
konvensional, dengan harapan bahwa langkah ini dapat memberikan bentuk 
alternative akuntansi yang lebih baik. 
Pencarian bentuk akuntansi yang dapat memancarkan nilai keadilan adalah 
sangat penting, karena informasi akuntansi mempunyai kekuatan (power) untuk 
mempengaruhi pemikiran, pengambilan keputusan, dan tindakan yang dilakukan 
seseorang. Dalam mencari bentuknya, akuntansi Syariah berangkat dari suatu 
asumsi bahwa akuntansi adalah sebuah entitas yang mempunyai dua arah 
kekuatan. Artinya, akuntansi tidak saja dibentuk oleh lingkungannya, tetapi juga 
mempunyai kekuatan untuk memengaruhi lingkungannya, termasuk perilaku 
manusia yang menggunakan informasi akuntansi. Dari asumsi ini terlihat bahwa 
akuntansi mempunyai kekuatan yang besar untuk mempengaruhi perilaku 
manusia. Oleh karena itu, usaha yang dilakukan adalah bagaimana akuntan 
menciptakan sebuah “bentuk” akuntansi yang dapat mengarahkan perilaku 
manusia kearah perilaku yang etis dan ke arah terbentuknya peradaban bisnis yang 




Dengan kata lain, tujuan dari Akuntansi Syariah adalah menciptakan 
informasi akuntansi yang sarat nilai (etika) dan dapat mempengaruhi perilaku para 
pengguna (users) informasi akuntansi ke arah terbentuknya peradaban ideal 
seperti yang dimaksud di atas. Jadi, nilai yang terkandung dalam Akuntansi 
Syariah adalah nilai yang sama dengan tujuan yang akan dicapainya, yaitu nilai 
humanis, emansipatoris, transendental, dan teleologikal. 
Akuntansi Syariah dengan nilai humanis berari bahwa akuntansi yang 
dibentuk untuk memanusiakan manusia, atau mengembalikan manusia pada 
fitrahnya yang suci. Dari beberapa penelitian diketahui bahwa praktik akuntansi 
telah mengabaikan perilaku manusia menjadi less humane (Morgan, 1988). Ini 
tidak berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Kuntowidjojo: 
“Kita tahu bahwa kita sekarang mengalami proses dehumanisasi 
karena masyarakat industrial menjadikan kita sebagai bagian dari 
masyarakat abstrak tanpa wajah kemanusiaan. Kita mengalami 
objektuvikasi ketika berada di tengah-tengah mesin-mesin politik dan 
mesin-mesin pasar. Ilmu dan teknologi juga telah membantu 
kecenderungan reduksionistik yang melihat manusia dengan cara 
parsial” (1991). 
Dengan menciptakan “bentuk”-nya yang tertentu Akuntansi Syariah 
diharapkan dapat menstimulasi perilaku manusia menjadi perilaku yang humanis. 
Keadaan semacam ini akan semakin memperkuat kesadaran diri (self-
consciousness) tentang hakikat (fitrah) manusia itu sendiri. 
Kesadaran diri tentang hakikat manusia juga merupakan dasar yang 
memberi nilai emansipatoris pada Akuntansi Syariah. Artinya, Akuntansi Syariah 
tidak menghendaki segala bentuk dominasi atau penindasan satu pihak atas pihak 
lain. Senada dengan hal ini Kuntowidjojo mengatakan:  
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“Kita menyatu rasa dengan mereka yang miskin, mereka yang 
terperangkap dalam kesadaran teknokratis, dan mereka yang 
tergusur oleh kekuatan ekonomi raksasa. Kita ingin bersama-sama 
membebaskan diri dari belenggu-belenggu yang kita bangun 
sendiri” (1991). 
   Dengan kata lain, informasi akuntansi yang dipancarkan oleh Akuntansi 
Syariah menebarkan angin pembebasan. Ia tidak lagi mementingkan satu pihak 
dan menyepelekan pihak lain sebagaimana terlihat pada akuntansi konvensional, 
tetapi sebaliknya ia berdiri pada posisisi yang adil. 
Nilai transendental memberikan suatu indikasi yang kuat bahwa akuntansi 
tidak semata-mata instrumen bisnis yang bersifat profan, tetapi juga sebagai 
instrumen yang melintas batas dunia profan. Dengan kata lain,  Akuntansi Syariah 
tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas (accountability) manajemen terhadap 
pemilik perusahaan (stakeholders), tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada 
stakeholders dan Tuhan. Nilai ini semakin mendorong seseorang untuk selalu 
menggunakan, atau tunduk dan pasrah terhadap, kehendak tuhan (yang terwujud 
dalam etika syariah), dalam melakukan praktik akuntansi dan bisnis. Nilai 
transendental ini juga mengantar manusia untuk selalu sadar bahwa praktik 
akuntansi dan bisnis yang ia lakukan mempunyai satu tujuan transendental, yaitu 
sebagai suatu bentuk penyembahan (ibadah) kepada Tuhan Yang Maha Esa yang 
secara riil diaktualisasikan dalam bentuk kegiatan meciptakan dan menyebarkan 
kesejahteraan bagi seluruh alam. Nilai inilah yang dimaksud dengan teleologikal. 
Dengan nilai-nilai yang terlihat di atas, maka diharapkan Akuntansi Syariah akan 




Salah satu aspek yang mendorong akuntansi dengan perspektif Islam atau 
Akuntansi Syariah di Indonesia adalah dengan munculnya perbankan syariah. 
Bank syariah dalam usahanya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya selalu 
berlandaskan pada prinsip syariah, antara lain dengan tidak menggunakan sistem 
bunga untuk aktivitas perbankannya. Karena bunga merupakan jenis riba yang 
diharamkan dalam Islam. Riba merupakan salah satu hal yang dilarang dalam 
Islam, karena juga termasuk dalam kategori mengambil atau memperoleh harta 
dengan cara yang tidak benar. 
Kegiatan operasional pada bank syariah terdiri dari kegiatan 
penghimpunan dana dan penyaluran dana. Selain itu juga ada jasa-jasa perbankan 
lain yang disediakan oleh bank syariah. Dalam melaksanakan kegiatan 
penghimpunan dana, bank syariah menerima simpanan dari masyarakat. 
Sedangkan dalam rangka penyaluran dana, bank syariah memberikan jasa dalam 
bentuk pembiayaan. Pembiayaan pada bank syariah merupakan salah satu tulang 
punggung kegiatan perbankan karena dari situlah perbankan dapat bertahan hidup 
dan berkembang. Dalam melaksanakan kegiatan penyaluran dana, bank syariah 
melakukan investasi dan pembiayaan. 
  Praktisi perbankan syariah yang sehari-harinya bergelut pada operasi 
bisnis dan akuntansi syariah pada tataran idealnya mengerti dan paham akan 
hakikat nilai-nilai Islam dalam praktik Akuntansi Syariah. Namun, ini menjadi 
tanda tanya besar bahwa sejauhmana pemahaman praktisi perbankan syariah 
terhadap nilai-nilai syariah dalam praktik perbankan syariah, karena para praktisi 
perbankan syariah mayoritas berasal dari perbankan konvensional. Hal ini 
membuat rasa keingintahuan yang besar dari peneliti untuk meneliti masalah 
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tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka dirasa perlu untuk mengangkat 
permasalahan masalah ini menjadi obyek penelitian skripsi dengan judul “Studi 
Pemahaman Nilai-Nilai Syariah Pada Praktisi Perbankan Syariah (Studi pada PT. 
Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani)”. 
1.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perumusan masalah yang 
diangkat berdasarkan hal tersebut adalah: “Bagaimanakah Pemahaman Nilai-Nilai 
Syariah Pada Praktisi Perbankan Syariah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat 
Syariah Niaga Madani”. 
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kedua belah 
pihak. Oleh karena itu terdapat tujuan dan beberapa manfaat yang diharapkan dari 
penelitian ini.  
Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pemahaman nilai-nilai syariah khususnya pada praktisi perbankan syariah PT. 
Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani. 
Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:  
a. Diharapkan dapat menjadi informasi bagi PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah 
Niaga Madani yang nantinya bisa digunakan dalam pengambilan keputusan, 
terkhusus menyangkut nilai-nilai syariah. 
b.Untuk mengembangkan dan menambah wawasan penulis berkaitan dengan 
masalah yang diteliti. 
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c. Sebagai bahan rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang terkait 
dengan akuntansi syariah  khususnya pemahaman nilai-nilai syariah. 
1.4 Sistematika Penulisan  
Dalam penelitian ini, pembahasan dan penyajian hasil penelitian akan 
disusun dengan materi sebagai berikut:  
BAB I : PENDAHULUAN 
Pada bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang permasalahan, perumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.  
BAB II : LANDASAN TEORI  
Bab ini menjelaskan pengertian dan teori-teori yang mendasari dan berkaitan 
dengan pembahasan dalam skripsi ini, yang digunakan sebagai pedoman dalam 
menganalisa masalah. Teori-teori yang digunakan berasal dari literatur-literatur 
yang ada baik dari  perkuliahan maupun sumber yang lain.  
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN  
Pada bab ini diuraikan perihal jenis penelitian,sumber data, teknik pengumpulan 
data, jenis dan sumber data serta metode analisa data yang akan dipakai.  
BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
Bab ini berisikan Gambaran Umum Perusahaan yang berisi tentang sejarah 
singkat perusahaan,visi dan misi perusahaan,struktur organisasi dan job 
deskription masing-masing divisi yang terdapat pada perusahaan. 
BAB V : ANALISA DAN PEMBAHASAN 
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Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi penjelasan 
tentang model analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang telah 
dikumpulkan. 
BAB VI : PENUTUP  
Bab ini berisikan berisi tentang kesimpulan dari penelitian,dan saran-saran untuk 
pihak perusahaan yang bersangkutan maupun pihak lain yang berkepentingan 
















LANDASAN TEORI  
 
2.1 Tinjauan Tentang Nilai-Nilai Syariah 
Secara normatif, masyarakat muslim mempraktikkan akuntansi 
berdasarkan pada perintah Allah dalam QS Al-Baqarah [2]:282. Perintah ini 
sesungguhnya bersifat universal dalam arti bahwa praktik pencatatan harus 
dilakukan dengan benar atas transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan 
orang lainnya. “Subtansi” dari perintah ini adalah: (1) praktik pencatatan yang 
harus dilakukan dengan (2) benar (adil dan jujur). Substansi dalam konteks ini, 
berlaku umum sepanjang masa, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. 
Akuntansi Syariah di sini tidak terlepas dari konteks faith, knowledge, dan 
action. Ini artinya adalah bahwa teori Akuntansi syariah (dalam hal ini adalah 
knowledge) digunakan untuk memandu praktik akuntansi (action). Dari 
keterkaitan ini kita bias melihat bahwa teori Akuntansi Syariah (knowledge) dan 
praktik Akuntansi Syariah (action) adalah dua sisi dari satu uang logam yang 
sama. Keduannya juga tidak boleh lepas dari bingkai keimanan/tauhid (faith) yang 
dalam hal ini bisa digambarkan sebagai sisi lingkaran pada uang logam yang 
membatasi dua sisi lainnya untuk tidak keluar dari keimanan. 
Dalam konteks lingkaran keimanan tadi, maka secara filosofis teori 









Nilai-nilai ini menjadi bagian yang sangat penting dalam konstruksi 
Akuntansi Syariah, karena di dalamnya terkandung karakter yang unik yang tidak 
dapat ditemukan dalam wacana akuntansi konvensional. Keunikannya terutama 
terletak pada adanya anggapan bahwa Akuntansi Syariah tidak sekedar instrumen 
“mati” yang digunakan untuk kepentingan ekonomi-bisnis, tetapi juga sebagai 
instrumen “hidup” yang dapat membimbing manusia pada arah hakikat kehidupan 
yang sebenarnya. 
Teori Akuntansi syariah memberikan guidance tentang bagaimana 
seharusnya Akuntansi Syariah itu dipraktikkan. Dengan bingkai faith (keimanan), 
teori (knowledge) dan praktik Akuntansi Syariah (action) akan mampu 
menstimulasi terciptannya realitas ekonomi-bisnis yang bertauhid. Realitas ini 
adalah realitas yang di dalamnya sarat dengan jaringan kerja kuasa ilahi yang akan 
menggiring manusia untuk melakukan tindakan ekonomi-bisnis yang sesuai 
dengan Sunnatullah (Triyuwono 1996).    
2.1.1 Humanis 
Peneliti mengambil konsep humanis ini dari sisi akuntansi syariah yang 
diungkapkan oleh Triyuwono (2006) bahwa humanis  merupakan teori akuntansi 
syariah bersifat manusiawi, sesuai  dengan fitrah manusia dan dapat dipraktikkan 
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sesuai kapasitas yang dimiliki oleh manusia sebagi makhluk yang selalu 
berinteraksi dengan orang lain dan alam secara dinamis dalam kehidupan sehari-
hari. Dalam konteks ini berarti teori Akuntansi syariah tidak bersifat a historis 
(sesuatu yang asing), tetapi bersifat historis, membumi, dibangun berdasarkan 
budaya manusia itu sendiri. 
Dalam menjalankan organisasi harus didasari pada peradaban bisnis yang 
berwawasan humanis, menurut Triyuwono (1996) dimana bahwa akuntan secara 
kritis harus mampu membebaskan manusia dari ikatan realitas (peradaban) semu 
beserta jaringan-jaringan kuasanya, untuk kemudian memberikan atau 
menciptakan realitas alternatif dengan seperangkat jaringan-jaringan kuasa Ilahi 
yang mengikat manusia dalam hidup sehari- hari. 
Dengan kutipan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa humanis 
yaitu sifat manusiawi, memanusiakan manusia, dan bahkan mengembalikan 
manusia pada fitrahnya yang suci.  Dimana diharapkan dapat menstimulasi prilaku 
manusia bahkan perusahan menjadi periaku yang manusiawi, dengan begitu 
manusia akan semakin memperkuat kesadaran diri (self consciousness) tentang 
hakikat (fitrah) manusia itu sendiri, dan selalu tunduk serta patuh kepada Tuhan. 
Dari beberapa penelitian diketahui bahwa praktik akuntansi telah mengakibatkan 
perilaku manusia menjadi less humane (Morgan, 1988). Ini tidak berbeda dengan 
apa yang dikatakan oleh Kuntowidjodjo:  
“Kita tahu bahwa kita sekarang mengalami proses dehumanisasi 
karena  masyarakat industrial kita sebagai bagian dari masyarakat 
abstrak tanpa  wajah kemanusiaan. Kita mengalami objektivikasi 
ketika berada di tengah-tengah mesin-mesin politik dan mesin-
mesin pasar. Ilmu dan teknologi juga telah membantu 




Dari nilai humanis kita dapat menurunkan konsep dasar instrumental dan 
socio-economic. Konsep dasar instrumental ini diperoleh dengan dasar pemikiran 
bahwa Akuntansi Syariah merupakan instrumen yang dapat dipraktikkan di dalam 
dunia nyata. Konsep dasar ini tidak sekedar digunakan untuk membentuk teori 
dan berhenti pada teori itu sendiri, tetapi juga masuk pada tingkat praktik yang 
benar-benar dibutuhkan dalam dunia nyata. Instrumen dalam konteks ini sangat 
fleksibel dan humanis tidak sebagaimana kita memahami instrumen dalam 
pengertian mesin yang terbuat dari besi yang kaku dan tidak manusiawi. Dengan 
demikian, instrumen ini sangat sarat dengan nilai-nilai masyarakat yang 
membangun dan mempraktikkannya. Implikasinya adalah bahwa masyarakat yang 
mempraktikkannya tidak merasa asing dengan instrumen ini, bahkan mereka 
merasa nyaman pada saat mempraktikkannya. 
Konsep dasar socio-economic mengindikasikan bahwa teori Akuntansi 
Syariah tidak membatasi wacana yang dimilikinya pada transaksi-transaksi 
ekonomi saja, tetapi juga mencakup “transaksi-transaksi sosial.” Transaksi sosial” 
di sini meliputi “transaksi” yang menyangkut aspek sosial, mental dan spiritual 
dari sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis (Cf. Mathews, 1993)   
2.1.2 Emansipatoris 
Emansipatoris mempunyai pengertian bahwa teori Akuntansi syariah 
mampu melakukan perubahan-perubahan yang signifikan terhadap teori dan 
praktik akuntansi modern yang eksis saat ini. Perubahan-perubahan yang 
dimaksud di sini adalah perubahan yang membebaskan (emansipasi). Pembebasan 
dari ikatan-ikatan semu yang tidak perlu diikuti , pembebasan dari kekuatan semu 
(pseudo power), dan pembebasan dari ideologi semu. Dengan pembebasan ini 
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diharapkan bahwa teori Akuntansi Syariah mampu melakukan perubahan 
pemikiran dan tindakan manusia yang menggunakannya, yaitu dari pemikiran 
yang sempit dan parsial menuju pemikiran yang luas, holistik, dan tercerahkan. 
Akuntansi Syariah tidak menghendaki segala bentuk dominasi atau 
penindasan satu pihak atas pihak lain. Dengan kata lain, informasi akuntansi yang 
dipancarkan oleh nilai emansipatoris yaitu menebarkan angin pembebasan. Ia 
tidak lagi mementingkan satu pihak dan menyepelekan pihak lain sebagaimana 
terlihat pada akuntansi konvensioanal, tetapi sebaliknya ia berdiri pada posisi 
yang adil.  
Dari nilai emansipatoris, kita mendapatkan konsep dasar critical dan 
justice. Konsep dasar critical memberikan dasar pemikiran bahwa konstruksi teori 
Akuntansi Syariah tidak bersifat dogmatis dan eksklusif. Sikap kritis 
mengindikasikan bahwa kita dapat menilai secara rasional kelemahan dan 
kekuatan akuntansi konvensional. Dan berdasarkan penilaian kritis ini dapat 
dibangun teori akuntansi yang lebih baik dari sebelumnya. Sebagai contoh 
misalnya, kita dapat melihat bahwa teori akuntansi konvensional memiliki 
kelemahan pada aspek penekanan ekonomi (materi) yang sangat tinggi, sehingga 
menimbulkan efek pada tersingkirnya (atau tertindasnya) aspek non-materi (non-
ekonomi). Aspek yang tersingkir atau tertindas ini, dengan menggunakan konsep 
dasar critical, diangkat atau dibebaskan untuk kemudian didudukkan dalam posisi 
yang adil (justice) sebagaimana memposisikan aspek materi (Triyuwono, 2000b). 
Jadi, kalau kita lihat, posisi aspek materi dan non-materi pada teori akuntansi 
konvensioanal didudukkan pada posisi yang tidak adil. Oleh karena itu, dengan 
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konsep dasar justice, aspek-aspek penting dalam akuntansi akan didudukkan 
secara adil.     
2.1.3 Transendental 
Dari sudut pandang Akuntansi Syariah Triyuwono (2006) mengungkapkan 
bahwa Transendental merupakan  teori yang tidak hanya  melintas batas  disiplin 
ilmu akuntansi itu sendiri, bahkan melintas batas dunia materi (ekonomi). Nilai 
transendental memberikan suatu indikasi yang kuat bahwa akuntansi tidak semata-
mata instrumen bisnis yang bersifat profan, tetapi juga sebagai instrumen yang 
melintas batas dunia profan. Dengan kata lain,  Akuntansi Syariah tidak saja 
sebagai bentuk akuntabilitas (accountability) manajemen terhadap pemilik 
perusahaan (stakeholders), tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada stakeholders 
dan Tuhan. Nilai ini semakin mendorong seseorang untuk selalu menggunakan, 
atau tunduk dan pasrah terhadap, kehendak tuhan (yang terwujud dalam etika 
syariah), dalam melakukan praktik akuntansi dan bisnis. Nilai transendental ini 
juga mengantar manusia untuk selalu sadar bahwa praktik akuntansi dan bisnis 
yang ia lakukan mempunyai satu tujuan transendental, yaitu sebagai suatu bentuk 
penyembahan (ibadah) kepada Tuhan Yang Maha Esa yang secara riil 
diaktualisasikan dalam bentuk kegiatan meciptakan dan menyebarkan 
kesejahteraan bagi seluruh alam. 
Dari nilai transendental kita akan mendapatkan konsep dasar all-inclusive 
dan ratioanal-intuitive. Konsep dasar all-inclusive memberikan dasar pemikiran 
bahwa konstruksi teori Akuntansi Syariah bersifat terbuka. Artinya, tidak 
menutup kemungkinan teori Akuntansi Syariah akan mengadopsi konsep-konsep 
dari akuntansi konvensioanl, sepanjang konsep tersebut selaras dengan nilai-nilai 
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Islam. Secara implisit, konsep ini mengarahkan kita pada pemikiran bahwa 
substansi lebih penting daripada bentuk. 
Konsep dasar rational-intuitive mengindikasikan bahwa secara 
epistemologi, konstruksi teori Akuntansi Syariah memadukan kekuatan rasional 
dan intuisi manusia. Konsep ini tentunya sangat berbeda dengan konsep teori-teori 
modern. Teori-teori modern (termasuk akuntansi) mendudukkan rasio pada posisi 
sentral dan sebaliknya menyingkirkan intuisi dalam proses konstruksi teori. 
Intuisi, bagi proponen teori moden, berada di luar domain ilmu pengetahuan yang 
rasional. Oleh karena itu, intuisi manusia tidak dapat dilibatkan dalam konstruksi 
ilmu pengetahuan. Namun dalam kenyataannya, intuisi manusia memiliki 
kekuatan yang sangat besar dalam melakukan perubahan-perubahan signifikan 
dalam masyarakat. Intuisi inilah sebetulnya merupakan instrumen ajaib yang 
dapat melahirkan inovasi-inovasi yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Jadi 
bukan suatu hal yang aneh, bila dalam konstruksi teori Akuntansi Syariah, intuisi 
merupakan instrumen yang sangat penting yang kemudian disinergikan dengan 
instrumen rasional manusia.    
2.1.4 Teleologikal 
Nilai teleologikal pada Akuntansi Syariah tidak sekedar memberikan 
informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi, tetapi juga memiliki tujuan 
transendental sebagai pertanggungjawaban manusia kepada Tuhan, sesama 
manusia dan alam semesta. Dimana prinsip ini mengantarkan tujuan manusia pada 
hakikatnya yaitu falah (kemenangan); keberhasilan kembali kepada Allah dengan 
jiwa tenang dan suci (muthmainnah). yaitu sebagai suatu bentuk penyembahan 
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(ibadah) kepada Tuhan Yang Maha Esa yang secara riil diaktualisasi dalam 
bentuk kegiatan menciptakan dan menyebarkan kesejahteraan bagi seluruh alam. 
Teleologikal meliputi Ethical dan Holistic Welfare, yang lebih mengarah 
pada ketauhidan dan masih berhubungan erat dengan Transendental . dimana 
perusahaan tidak hanya sekedar memberikan informasi untuk mengambil 
keputusan ekonomi, tetapi juga dapat mempertanggungjawabkannya kepada 
manusia dan Tuhan, serta menyebarkan kesejahteraan melalui (zakat, infak dan 
sedekah) dan kerohanian. Ethical merupakan konsep dasar yang dihasilkan dari 
konsekuensi logis  keinginan kembali ke Tuhan dalam keadaan tenang dan suci. 
Untuk kembali ke Tuhan dengan jiwa yang tenang dan suci, maka seseorang harus 
mengikuti hukum-hukum-Nya (sunnatullah) yang mengatur baik-buruk, benar-
salah, dan adil-zholim. Singkatnya, teori Akuntansi Syariah dibangun berdasarkan 
nilai-nilai etika Islam. 
Konsekuensi dari penggunaan nilai-nilai etika Islam dalam konstruksi 
Akuntansi Syariah adalah diakuinya bahwa kesejahteraan yang menjadi salah satu 
aspek Akuntansi Syariah tidak terbatas pada kesejahteraan materi saja, tetapi juga 
kesejahteraan non-materi. Jadi yang dimaksud dengan kesejahteraan di sini adalah 
kesejahteraan yang utuh  (holistic welfare). Ini tentu sangat berbeda dengan teori 
akuntansi konvensional. Teori akuntansi konvensioanal hanya berorientasi pada 
kesejahteraan materi.  
Teori akuntansi memberikan pedoman bagi praktik akuntansi yang benar. 
Karena teori itu dijadikan pedoman, maka perlu dibangun dengan baik agar tidak 
mengarah pada praktik yang tidak benar. Untuk itu penetapan konsep dasar teori 
Akuntansi Syariah didasarkan pada prinsip filosofis. Sedangkan prinsip filosofis 
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itu sendiri secara implisit diturunkan dari konsep faith, knowledge, dan action 
yang tidak lain adalah berasal dari nilai-nilai Tauhid. Secara hierarkis proses 
derivasi konsep dasar teori Akuntansi Syariah yang juga menjadi kerangka 
konseptual penelitian ini terlihat pada Gambar 2.1.    
Secara sederhana (lihat Tabel 2.1), konsep dasar yang digunakan dalam 
konstruksi teori akuntansi syariah dibuat sedemikian rupa dengan cara 
menderivasi nilai-nilai syariah menjadi konsep dasar teori akuntansi syariah. 
Langkah ini dilakukan agar konsep dasar tidak melenceng dari nilai-nilai yang 
mendasarinya. Nilai-nilai syariah sendiri merupakan derivasi dari konsep Tauhid 
Islam yang kemudian dikonkretkan dalam kesatuan konsep faith, knowledge, dan 
action. 
Langkah ini (yaitu menurunkan konsep dasar dari sumber yang paling 
hakiki: nilai-nilai Tauhid) dilakukan karena teori Akuntansi Syariah memberikan 
arah dan justifikasi bagi praktik Akuntansi Syariah yang benar. Praktik Akuntansi 
Syariah itu sendiri pada gilirannya akan membentuk realitas ekonomi-bisnis yang 
tunduk pada jaringan kuasa ilahi. Dan realitas ini, kemudian akan selalu 
mengingatkan pelaku ekonomi-bisnis untuk tunduk pada jaringan kuasa ilahi, 



















Tabel  2.1. Nilai-nilai Syariah dan Konsep Dasar Teori Akuntansi Syariah 



























Praktik Akuntansi syariah 
Faith, Knowledge, & Action 
Humanis, Emansipatoris, 












2.2 Tinjauan Tentang Teori Perbankan  
2.2.1 Definisi Bank  
Definisi menurut Prof. G.M. Verryn Stuart (1982) bank adalah suatu 
badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat 
pembayarannya sendiri atau uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun 
dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral. Sedangkan 
definisi menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, 
perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka 
meningktkan taraf hidup rakyat banyak.  
Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bank 
merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan 
kredit-kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan 
modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga 
maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang 
giral.  
2.2.2 Tugas dan Jenis Bank  
Verryn Stuart (1982) mengemukakan terdapat dua tugas yang dapat 
dipenuhi oleh bank, yaitu sebagai perantara kredit dan menciptakan kredit. 
Sebagai perantara kredit, yaitu bank memberikan kredit kepada pihak ketiga. 
Sumber kredit tersebut berasal dari simpanan (dana-dana) anggota masyarakat. 
Sedangkan menciptakan kredit (means of payment out of nothing/menciptakan alat 
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pembayaran dari yang tidak ada), yaitu pemberian kredit yang diberikan oleh bank 
tetapi saldo tabungan nasabah tidak berkurang.  
Secara universal,terdapat tiga bentuk tugas (operasi) yang dilakukan oleh 
perbankan, yaitu sebagai berikut: a)Operasi perkreditan secara aktif, ialah tugas 
dalam rangka menciptakan atau memberikan kredit yang dilakukan oleh 
bank,b)Operasi perkreditan pasif, ialah tugas menerima simpanan atau dana yang 
dipercayakan oleh pihak ketiga, dan c)Usaha bank sebagai perantara dalam 
perkreditan.  
Adapun jenis-jenis bank dibedakan menjadi lima yaitu 1) bank sentral, 
2)bank umum, 3) bank tabungan, 4) bank pembangunan, 5) bank desa (rural 
bank).Bank Sentral merupakan bank yang mempunyai hak untuk mengedarkan 
uang logam ataupun uang kertas. Bank Umum ialah bank yang di dalam usahanya 
mengumpulkan dana terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan 
deposito. Di dalam usahanya bank umum terutama memberikan kredit berjangka 
pendek. Bank Tabungan ialah bank yang di dalam usahanya mengumpulkan dana 
terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya 
terutama memperbungakan dananya dengan kertas-kertas berharga. Sedangkan 
Bank Pembangunan ialah bank yang di dalam usahanya mengumpulkan dana 
terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan/atau mengeluarkan 
kertas-kertas berharga jangka menengah dan panjang. Di dalam usahanya jenis 
bank ini terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang dalam bidang 
pembangunan. Bank Desa (rural bank) yaitu bank dalam usaha pengumpulan dana 
menerima simpanan, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk natura. Bank 
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desa di dalam usahanya memberikan kredit jangka pendek, baik dalam bentuk 
uang maupun bentuk natura terutama kepada sektor pertanian di pedesaan.  
 
2.3 Tinjauan Teori Tentang Ekonomi dan Perbankan Islam  
2.3.1 Tinjauan tentang Riba  
Riba menurut etimologi (bahasa) berasal dari kata ribayarbu-ribaan 
(Mulawarman, 2006) yang artinya bertambah dan berkembang. Riba yang 
dimaksud disini adalah tumbuh dan berkembang yang dipengaruhi oleh 
nilai,lingkungan atau pengaruh subyektivitas. Pertumbuhan dan pertambahan atas 
sesuatu yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan menurut Ibnu Al-Arabi Al 
Maliki dalam kitabnya Ahkam Al-Qur’an seperti dikutip oleh Antonio (1999), 
pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam 
ayat Qur’ani yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi 
pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.  
Dari pengertian-pengertian riba dan tahap-tahap penurunan ayat-ayat 
berkaitan dengan riba tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa riba adalah 
pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam meminjam 
secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dengan Islam.Menurut 
Antonio (1999), secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua yaitu: a) riba 
hutang-piutang yang terdiri dari riba qardh dan riba jahiliyyah, dan b) riba jual-
beli yang terdiri dari riba fadhl dan riba nasi’ah.  
Pengertian dari Riba Qardh, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan 
tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtaridh). Riba Jahiliyyah, 
yaitu hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu 
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membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba Fadhl, yaitu pertukaran 
antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang 
yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Riba Nasi’ah, yaitu 
penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan 
dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba ini muncul karena adanya 
perbedaan,perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang 
diserahkan kemudian.  
Adapun jenis-jenis barang ribawi, diantaranya adalah: 1) Emas dan 
perak,baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya, serta 2) Bahan 
makanan pokok seperti beras, gandum, dan jagung serta bahan makanan tambahan 
seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. 
2.3.2 Bank Syariah  
A. Pengertian Syariah dan Bank Syariah  
Syariah berasal dari kata bahasa Arab yang secara harfiah berarti jalan 
yang ditempuh atau garis yang mestinya dilalui. Sedangkan secara terminologi, 
menurut Karim (2004), syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah 
digariskan oleh Allah, atau telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan 
kepada kaum muslimin supaya mematuhinya,supaya syariah ini diambil oleh 
orang Islam sebagai penghubung diantaranya dengan manusia.  
Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 




“Prinsip Syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara 
bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan 
usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain 
pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan 
berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang 
dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal 
berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya 
pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak 
lainnya (ijarah wa iqtina)”.  
Sedangkan Bank Islam atau selanjutnya disebut Bank Syariah menurut 
Muhammad (2005) adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada 
bunga.Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan 
pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran 
uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Bank 
Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak 
lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan 
lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah (http://nuifi.ifibank.com).  
B. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah  
 Tujuan ditetapkannya syariat tidak memiliki basis (tujuan) lain kecuali 
kemaslahatan manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan reduksi atas 
riba dalam aktivitas ekonomi dan sosial maupun lingkungan yang semuanya harus 
dicakup dalam akuntansi. Sedangkan tujuan didirikannya bank syariah adalah 
mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, 
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khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari 
praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung 
unsur tipuan (http://nuifi.ifibank.com) adalah: 1) Untuk menciptakan suatu 
keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan 
investasi sehingga tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal 
dengan pihak yang membutuhkan dana, 2) Untuk meningkatkan  kualitas hidup 
umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebar.Untuk menjaga 
kestabilan ekonomi/moneter. Dengan aktivitas-aktivitas Bank Islam yang 
diharapkan mampu menghindari inflasi dan negative spread akibat penerapan 
sistem bunga, dan 3) Menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga 
keuangan, khususnya bank serta menanggulangi kemandirian lembaga keuangan 
dari pengaruh gejolak moneter baik dalam maupun luar negeri.  
Bank Syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional. 
Menurut Harahap dkk. (2006), fungsi bank syariah adalah sebagai manajer 
investasi, investor, jasa keuangan, dan fungsi sosial.Pertama, bank syariah sebagai 
manajer investasi. Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana 
yang dihimpun, karena besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh 
pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan 
profesionalisme dari bank syariah. Yang kedua, bank syariah sebagai Investor, 
maksudnya adalah bank syariah menjadi investor atas akad murabahah, sewa-
menyewa, musyarakah, akad mudharabah, akad Salam atau Istisna’, pembentukan 
perusahaan atau akuisisi pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka 
mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk, dan investasi atau 
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memperdagangkan saham yang dapat diperjual-belikan. Yang ketiga adalah bank 
syariah sebagai penyedia Jasa Keuangan. 
Bank Syariah mempunyai fungsi menyediakan jasa keuangan seperti 
halnya bank konvensional yaitu memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, 
pembayaran gaji dan sebagainya, hanya saja yang sangat diperhatikan adalah 
prinsip-prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar. Selanjutnya adalah sebagai 
fungsi sosial. Perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan 
pelayanan sosial apakah melalui dana Qardh (pinjaman kebajikan) atau Zakat dan 
dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.  
C. Produk-produk Operasional Bank Syariah  
Menurut Karim (2004) dalam perbankan Syariah terdapat tiga bagian besar 
dalam kegiatan operasionalnya, yaitu produk penyaluran dana (financing), produk 
penghimpunan dana (funding), dan produk jasa (service).Dalam tiga besar 
kegiatan operasional tersebut akan terbagi lagi menjadi beberapa kategori 
berdasarkan tujuan penggunaannya.  
Dalam penyaluran dana, terbagi lagi menjadi beberapa kategori yang 
dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya. Diantaranya adalah 1)Pembiayaan 
dengan prinsip jual-beli (Ba’i), 2) Pembiayaan dengan prinsip sewa, 3) 
Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan 4) Pembiayaan dengan akad 
pelengkap.  
Pembiayaan dengan prinsip jual-beli (Ba’i) meliputi: Pertama,Pembiayaan 
Murabahah, adalah transaksi jual-beli dimana bank menyebut jumlah 
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keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai 
pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan 
(margin).Kedua, Pembiayaan Salam, adalah transaksi jual-beli dimana barang 
yang diperjual-belikan belum ada. Barang diserahkan secara tangguh sedangkan 
pembayaran dilakukan tunai.Selanjutnya Pembiayaan Istishna’, adalah transaksi 
serupa dengan pembiayaan Salam, tetapi pembayarannya dapat dilakukan oleh 
bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran.  
Pembiayaan dengan prinsip sewa (transaksi ijarah) pada dasarnya sama 
dengan prinsip jual-beli, tapi perbedaannya terletak pada obyek transaksinya, pada 
ijarah obyek transaksinya adalah jasa (sewa). Pada masa akhir sewa, bank dapat 
menjual barang yang disewakan kepada nasabah (leasing) yang dikenal dengan 
ijarah muntahiyyah bittamlik.  
Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, meliputi pembiayaan musyarakah 
dan pembiayaan mudharabah. Pembiayaan musyarakah adalah transaksi yang 
dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan 
nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Bentuk usaha melibatkan dua 
pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk 
sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Sedangkan Pembiayaan 
Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua dua pihak atau lebih dimana 
pemilik modal (shahib al-maal) mempercayakan sejumlah modal kepada 
pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.  
Adapun pembiayaan dengan akad pelengkap meliputi 1) Hiwalah (Alih 
hutang-piutang), 2) Rahn (gadai), 3) Qardh, 4) Wakalah (perwakilan),dan 5) 
29 
 
Kafalah (Garansi Bank). Hiwalah (Alih hutang-piutang), yaitu memindahkan 
piutang dengan yang berhutang, dimana bank mendapat ganti biaya atas jasa 
pemindahan piutang. Rahn (gadai) yang bertujuan untuk memberikan jaminan 
pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Qardh, adalah 
pinjaman uang. Wakalah (perwakilan), terjadi apabila nasabah memberikan kuasa 
kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti 
pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang. Kafalah (Garansi Bank), diberikan 
dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.  
Produk yang kedua adalah penghimpunan dana yang meliputi prinsip 
wadi’ah dan prinsip mudharabah.Prinsip wadi’ah terdiri dari wadi’ah yad-
dhamanah (pihak bank/yang dititipi bertanggungjawab atas keutuhan harta titipan 
sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut) dan wadi’ah amanah (harta 
titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi). Sedangkan Prinsip 
Mudharabah terjadi dimana penyimpan atau deposan bertindak sebagai shahibul 
maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola).  
Produk yang ketiga adalah jasa perbankan. Produk jasa dibagi menjadi 
dua, yaitu Sharf (jual-beli valuta asing) dan Ijarah (sewa). Sharf (jual-beli valuta 
asing) merupakan suatu transaksi dimana jual-beli mata uang yang tidak sejenis, 
tetapi penyerahannya harus dilakukan pada saat yang sama (spot). Sedangkan 
Ijarah (sewa), meliputi penyewaan kotak simpanan (safe deposit box) dan jasa tata 





2.4 Tinjauan Tentang Praktek Nilai-Nilai Syariah pada Perbankan Syariah 
Dewasa ini, nilai-nilai agama telah dijadikan pijakan dalam pengembangan 
dan pelaksanaan aktivitas bisnis, sehingga bisnis diharapkan tidak meninggalkan 
etika. Dalam tradisi Islam, seluruh etika yang dijadikan kerangka bisnis, dibangun 
atas dasar syariah. syariah merupakan pedoman yang digunakan oleh umat Islam 
untuk berperilaku dalam segala aspek kehidupan (Triyuwono, 1996). Bagi umat 
Islam, kegiatan bisnis (termasuk bisnis perbankan) tidak akan pernah terlepas dari 
ikatan etika syariah. Oleh karena itu, bukan hal yang berlebihan bila, misalnya, 
bank Islam beroperasi berdasarkan pada nilai-nilai syariah. Jika demikian, maka 
usaha yang harus dilakukan oleh para praktisi perbankan syariah adalah 
bagaimana mereka dapat menciptakan sebuah bentuk akuntansi yang dapat 
mengarahkan perilaku manusia ke arah perilaku yang etis dan ke arah 
terbentuknya peradaban perbankan yang ideal. Menurut Triyuwono (2006) 
dikatakan bahwa entitas syariah yang ideal yaitu entitas syariah dengan nilai 
humanis, emansipatoris, transendental, dan teleologikal. 
Pada tatanan teknis operasional, Akuntansi Syariah adalah instrumen yang 
digunakan untuk menyediakan informasi akuntansi yang berguna bagi pihak-
pihak yang bekepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam kaitan 
ini, Qardhawi menyarankan, agar: “kita tidak membahas ekonomi dari sudut 
agama, akan tetapi (membahas) ekonomi dari sudut Islam”. (Qardhawi, 1997) 
Mengapa demikian? Sebab Islam adalah lebih integral dari sekedar agama. Islam 
adalah agama dan dunia, ibadah dan muamalah, aqidah dan syariah, kebudayaan 
dan peradaban, agama dan negara.  
31 
 
Selain dari pada itu, kita mendapatkan hal pokok lain dalam ibadah Islam. 
Menurut Qardhawi ditegaskan : “… bagian ibadah Islam yang pokok itu, adalah 
satu ibadah khusus yang istimewa, yang pada kenyataannya merupakan bagian 
dari sistem keuangan dan ekonomi dalam pandangan Islam. Itulah ibadah zakat, 
...Dalam bagian dosa besar yang diharamkan dengan pengharaman yang sangat 
kuat, kita menemukan dosa besar agama, yang tergolong “tulang belikat” sistem 
ekonomi bagi sebagian besar umat manusia, baik dahulu maupun sekarang. Itulah 
riba dimana Rasulullah SAW telah melaknat para pemakannya, pemberinya, 
penulisnya, dan kedua saksinya” (Qardhawi, 1997). 
Dengan demikian jelas, bahwa upaya kita menemukan format teori 
maupun praktek ekonomi (manajemen dan akuntansi Islam) harus dilandaskan 
pada Islam sebagai sesuatu yang integral. Kemudian diturunkan sampai pada 
bagian yang lebih bersifat operasional seperti bagaimana pengaturan zakat, 
bagaimana persoalan riba, dan  sebagainya. Hal-hal demikian inilah yang 
merupakan ciri-ciri khas dari pengembangan bidang/aspek kehidupan yang Islami, 
sesuai dengan syariah Islam. 
Sebagai turunan dari uraian di atas, uraian tentang keputusan ekonomi 
yang dihasilkan oleh Akuntansi Syariah adalah bercirikan sebagai berikut: 
Menggunakan nilai etika sebagai dasar bangunan akuntansi, memberikan arah 
pada, atau menstimulasi timbulnya, perilaku etis, bersikap adil terhadap semua 
pihak, menyeimbangkan sifat egoistik dengan altruistik, dan mempunyai 
kepedulian terhadap lingkungan (Triyuwono, 1997).  
Wujud Akuntansi Syariah tercermin dalam kiasan atau metafora 
“amanah”. Metafora amanah dapat diturunkan menjadi metafora “zakat”, atau 
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dengan kata lain, realitas perbankan syariah adalah realitas organisasi yang 
dimetaforakan dengan zakat. Metafora ini membawa konsekuensi pada perbankan 
syariah, yaitu organisasi bisnis yang tidak lagi berorientasi pada laba 
(profitoriented) atau berorientasi pada pemegang saham (stakeholders-oriented), 
tetapi berorientasi pada zakat (zakat-oriented). (Triyuwono, 1997). Dengan 
orientasi zakat, perbankan syariah berusaha untuk mencapai “angka” pembayaran 
zakat yang tinggi. Dengan demikian, laba bersih (net profit) tidak lagi menjadi 
ukuran kinerja (performance), tetapi sebaliknya zakat menjadi ukuran kinerja 
perbankan syariah. 
Dilihat dari nilai praktis akuntansi, Akuntansi Syariah dengan metafora 
amanah dan berorientasikan zakat merupakan metafora akuntansi yang sangat 
fokus pada orientasi sosial dan pertanggungjawaban. Sebab akuntansi (entitas 
bisnis) yang bermetaforakan amanah memiliki nilai praktis yang bersifat humanis, 
emansipatoris, transendental dan teleologikal. Nilai praktis ini, menunjukkan sifat 
amanah bagi para pelaku dan penggunanya. Nilai praktis Akuntansi Syariah yang 
berorientasi zakat tersebut, menimbulkan konsekuensi, bahwa praktisi perbankan 
syariah secara kritis harus mampu membebaskan manusia dari ikatan realitas 
(peradaban) manusia beserta jaringan-jaringan kuasanya, untuk kemudian 
memberikan atau menciptakan realitas alternatif dengan seperangkat jaringan 
jaringan kuasa Ilahi yang mengikat manusia dalam hidup sehari-hari. Dengan cara 
demikian, realitas alternatif diharapkanakan dapat membangkitkan kesadaran diri 
secara penuh akan kepatuhan dan ketundukan seseorang pada kuasa Ilahi. Melalui 
kesadaran diri ini, seseorang akan selalu merasa kehadiran Tuhan dalam dimensi 
waktu dan tempat di mana ia berada. 
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Zakat mengandung perpaduan karakter kemanusiaan yang seimbang antara 
karakter egoistik dan altruistik/sosial. Artinya, bahwa seseorang yang 
mengeluarkan zakat berarti ia telah mementingkan lebih dahulu kepentingan 
orang lain daripada kepentingan pribadinya. Karakter egoistik mencerminkan 
bahwa seseorang atau perusahaan tetap diperkenankan untuk mencari laba (namun 
tetap dalam bingkai Syariah), dan kemudian sebagian dari laba (dan kekayaan 
bersih) yang diperoleh dialokasikan sebagai zakat. Sedangkan altruistik atau sosial 
mempunyai arti bahwa perusahaan juga mempunyai kepedulian yang sangat tinggi 
terhadap kesejahteraan manusia dan alam lingkungan yang semuanya ini 
tercermin dalam zakat itu sendiri. 
Zakat mengandung nilai emansipatoris. Hal ini berarti, bahwa zakat 
sebagai lambang pembebas manusia dari ketertindasan ekonomi, sosial, dan 
intelektual, serta pembebasan alam dari penindasan dan eksploitasi manusia. 
Akhirnya, zakat adalah jembatan penghubung antara aktivitas manusia yang 
bersifat duniawi dan ukhrowi. Hal ini berarti, bahwa zakat sebagai jembatan, 
memberikan kesadaran bagi diri manusia, karena segala bentuk kegiatan profan 
selalu berkait erat dengan kehidupan manusia dihadapan Allah kelak di akhirat. 
Satu hal penting yang dapat dikaji dari ayat 282 surat al-Baqarah adalah 
adanya perintah dari Allah kepada kita untuk menjaga: Keadilan dan Kebenaran di 
dalam melakukan setiap transaksi. Lebih dalam perintah ini menekankan pada 
kepentingan pertanggungjawaban (accountability) agar pihak yang terlibat dalam 
transaksi itu tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik, dan Penyesuaian adil. 
Untuk mewujudkan sasaran ini maka dalam suatu transaksi diperlukan saksi.  
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Di samping itu, kalau kita kembali kepada pembahasan, bahwa manusia 
diciptakan Allah di muka bumi ini memiliki fungsi dan peran ganda, yaitu: fungsi 
khalifah dan abdullah (wakil dan hamba). Di dalam menjalankan fungsi dan peran 
ini tentu saja pemberi peran akan meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
fungsi tersebut. Oleh karena itu, di dalam akuntansi kehidupan manusia, maka 
manusia sebagai khalifah dan abdullah tersebut tidak dapat dilepaskan dari proses 
akuntansi. Dengan kata lain, manusia akan selalu mempertanggungjawabkan 
seluruh perbuatan dan amalnya dihadapan Sang pemberi amanah, yaitu Allah 
SWT.  
Gambaran di atas harus dijadikan pijakan dalam pengembangan format 
akuntansi syariah, yang berdimensikan pertanggungjawaban (accountability). 
Dimensi pertanggungjawaban dalam Akuntansi Syariah adalah memiliki cakupan 
yang luas. Jadi pertanggungjawaban ini bukan hanya pertanggungjawaban atas 
uang (finansial) yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan, akan tetapi 
pertanggungjawaban ini harus mampu meningkatkan tanggungjawab secara 
horizontal dan vertikal. Pertanggungjawaban horizontal tertuju pada masyarakat, 
pemerintah dan kepatuhan pada peraturan. Sementara pertanggungjawaban 
vertikal adalah tertuju pada transendensi aktivitas (finansial, dan sebagainya) 
kepada Dzat yang memberikan tanggungjawab. Secara rinci,  
pertanggungjawaban akuntansi dimaksudkan untuk memenuhi informasi dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan. Sehubungan dengan kepentingan-kepentingan 
tersebut Hadjisarosa (1997) mengidentifikasi sebagai berikut: 








  Masyarakat, dan 
  Pelestarian lingkungan. 
Kendatipun telah terdapat delapan kepentingan yang harus diperhatikan 
dalam melakukan pertanggungjawaban atas kondisi dan informasi akuntansi, 
namun delapan hal tersebut hanyalah baru sebatas pada dimensi horizontal. 
Timbul pertanyaan, dimanakah letak dimensi vertikalnya? Jawabanya adalah ada 
pada dimensi zakat. Zakat sebagai manifestasi pertanggungjawaban hamba yang 
melakukan perbuatan/aktivitas bisnis yang dapat diaudit kemudian 
dipertanggungjawabkan kesucian modal kepada Dzat pemberi modal. Dimensi 
inilah yang merupakan dimensi paling tinggi.  
Perihal yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban secara 
vertikal secara syariah diatur oleh hukum-hukum Allah yang terdapat dalam al-
Qur’an dan sunnah Rasul. Persoalan berikutnya adalah bagaimana upaya untuk 
meningkatkan accountability yang berkaitan dengan dimensi horizontal. Kiranya 
pandangan Lee Parker dapat dijadikan rujukan atau petunjuk bagi peningkatan 
accountability, sebagai berikut :  
  Mengintegrasikan antara data keuangan dan nonkeuangan. 
  Penilaian terhadap hasil yang bersifatkeuangan dan non keuangan 
dengan  membandingkannya dengan tujuan yangingin dicapai. 
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  Memperluas ruang lingkup tanggungjawab mencakup 
masyarakat/lingkungan. 
  Laporan menyangkut tingkat kepatuhan perusahaan pada peraturan 
pemerintah.dan standar akuntansi. 
Dalam kerangka inilah, maka para akuntan dihadapkan pada kemajuan 
masa depan, yang penuh dengan ketidakpastian, ketidak beresan. Ketika kondisi 
ini terjadi, maka para akuntan termasuk praktisi perbankan syariah harus 
menghormati nilai, norma dan etika teologis. Sehingga mereka mampu 
menampilkan dirinya sebagai akuntan yang dapat dipercaya, jujur, 
bertanggungjawab, dan sebagainya. Dengan demikian, akuntansi masa depan 
mestinya bukan hanya berorientasi pada pengambilan keputusan (decision making 
oriented) akan tetapi harus berorientasi pada pertanggungjawaban (accountability 
oriented).  
Akuntansi Syariah adalah akuntansi yang dikembangkan bukan hanya 
dengan cara “tambal sulam” terhadap akuntansi konvensional, akan tetapi, 
merupakan pengembangan filosofis terhadap nilai-nilai al-Qur’an yang diturunkan 
ke dalam pemikiran teoritis dan teknis akuntansi. Oleh karena itu, secara 












 3.1 Jenis Penelitian  
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. 
Penelitian ini menjelaskan fenomena-fenomena  sosial yang ada dengan 
mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi  tidak melakukan 
pengujian hipotesis. Menurut Nasir, dalam bukunya Metode Penelitian (1999), 
penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok 
manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu 
kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskripsi adalah untuk 
membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual akurat 
mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.  
3.2 Obyek dan Lokasi Penelitian  
Obyek penelitian ini adalah PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga 
Madani Makassar yang secara khusus memberikan layanan perbankan dengan 
menggunakan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Bank 
Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Makassar yang beralamat di Jalan 
Hertasning Raya Timur No. 18 Makassar 
3.3 Fokus Penelitian  
Penelitian dilaksanakan untuk menjawab permasalahan yang telah 
dikemukakan melalui pengumpulan dan pengolahan data yang relevan. Penelitian 
38 
 
ini difokuskan pada pemahaman nilai-nilai syariah pada praktisi perbankan 
syariah. 
3.4 Jenis dan Sumber Data  
Dalam melaksankan penelitian, diperlukan data yang akan digunakan 
sebagai dasar untuk melakukan pembahasan dan analisis. Menurut Amirin (1986), 
yang dimaksud dengan data adalah segala keterangan (informasi) mengenai 
seluruh hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.  
Data dibagi menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. 
Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur atau dinilai dengan angka-
angka secara langsung. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dapat diukur 
atau dinilai dengan angka secara langsung.  
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  
a) Data primer  
Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Dalam 
penelitian ini, data primer diperoleh dengan cara wawancara langsung dan 
penyebaran kuesioner dengan para praktisi perbankan syariah yang bekerja pada 
Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Makassar khususnya para 
manajer pengambil kebijakan pada entitas tersebut. 
b) Data Sekunder  
Merupakan data yang tidak diusahakan sendiri pengumpulannya oleh penulis. 
Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan 
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yang terkait dengan masalah penelitian berupa catatan dan laporan perusahaan 
baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.  
3.5 Teknik Pengumpulan Data  
Menurut Arikunto (1993), pengertian teknik pengumpulan data adalah 
cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, yang 
cara-cara tersebut menunjuk pada sesuatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan 
dalam benda yang kasat mata, tetapi hanya dapat dipertontonkan penggunaannya.  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut:  
a) Preliminary Survey  
Preliminary Survey merupakan survey pendahuluan yang dilakukan untuk 
mengetahui karakteristik, gambaran umum dan aktivitas perusahaan secara 
menyeluruh dan hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan. Teknik ini 
merupakan studi awal untuk mengetahui tentang sistem operasional perusahaan 
dan aspek internal organisasi perusahaan.  
b) Studi Kepustakaan  
Studi Kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan literatur-literatur yang 
relevan dengan pembahasan penelitian yang dapat berupa buku, majalah, surat 
kabar, dan tulisan-tulisan ilmiah. Data yang diperoleh dengan teknik ini adalah 




c) Studi Lapang  
Studi Lapang dilakukan langsung ke objek penelitian dengan tujuan 
menggambarkan semua fakta yang terjadi pada objek penelitian, agar 
permasalahan dapat diselesaikan. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data 
dengan melaksanakan studi lapang adalah sebagai berikut:  
1) Observasi/Pengamatan  
Observasi/Pengamatan dilakukan untuk memperoleh data dengan cara mengamati 
aktivitas dan kondisi obyek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk 
memperoleh gambaran yan jelas mengenai fakta dan kondisi di lapangan yang 
merefleksikan nilai-nilai syriah yang terdapat pada obyek penelitian, selanjutnya 
membuat catatan-catatan hasil pengamatan tersebut. 
2) Interview/Wawancara  
Interview/Wawancara dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab langsung 
terhadap pihak-pihak yang bersangkutan guna mendapatkan data dan keterangan 
yang berlandaskan pada tujuan penelitian. Teknik ini dilaksanakan untuk 
mengetahui bagaimana pemahaman para praktisi perbankan syariah yang bekerja 
pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Makassar tentang nilai-nilai 
syariah.  
3) Dokumentasi  
Dokumentasi dilakukan dengan melakukan pengumpulan data-data dan dokumen 
perusahaan yang relevan dengan penelitian ini.  
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3.6 Teknik Analisis Data  
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif 
dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan obyek penelitian 
yang sesungguhnya untuk mengetahui sejauhmana pemahaman para praktisi 
perbankan syariah tentang nilai-nilai syariah. Analisa data ini penting artinya 
karena dari analisa ini, data yang diperoleh dapat memberi arti dan makna yang 
berguna dalam memecahkan masalah penelitian.  
 Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik wawancara dan 
pengisian kuesioner yang berhubungan dengan masalah penelitian. Pada kuesioner 
tersebut terdapat 16 pertanyaan, pertanyaan nomor satu sampai empat 
berhubungan dengan nilai humanis, pertanyaan nomor lima sampai delapan 
berhubungan dengan nilai emansipatoris, pertanyaan nomor sembilan sampai dua 
belas berhubungan dengan nilai transendental selanjutnya pertanyaan nomor tiga 
belas sampai pertanyaan enam belas berhubungan dengan nilai teleologikal. 
Jawaban dari setiap pertanyaan dipilah dan dikelompokkan untuk memudahkan 
proses pengumpulan data, untuk selanjutnya diinterpretasikan dengan memahami 
keterkaitan data yang telah dianalisa dan diolah berdasarkan kerangka konseptual. 
Perhitungan atas kuesioner dilaksanakan dengan menggunakan rumus 
Dean J. Champion dalam bukunya Basic Statistic For Social Research 
(1990;302), yaitu dengan menjumlahkan jumlah jawaban “YA” kemudian 









Hasil perhitungan kuesioner sehubungan dengan menganalisis kriteria 
penilaian dari hasil kuesioner yang berkaitan dengan “humanis, emansipatoris, 
transendental, teleologikal” adalah sebagai berikut: 
 
3.7 Operasional Variabel 
      Operasional variabel adalah suatu cara untuk mengatur suatu konsep dan 
bagaimana suatu konsep harus diukur sehingga terdapat variabel-variabel yang 
dapat menyebabkan masalah lain dari suatu variabel yang situasi dan kondisinya 
tergantung oleh variabel lain. Operasionalisasi variabel didasarkan pada sifat 
atribut yang diamati pada objek penelitian, dapat berbentuk kualitatif maupun 
kuantitatif yang dibuat peneliti sebatas untuk maksud penelitian, setelah 
memahami atribut berdasarkan dukungan dari berbagai landasan. Dalam 
penelitian ini penulis menggunakan variabel yang berhubungan dengan objek 
yang diteliti. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
3.7.1 Humanis 
Dalam hal ini, penulis akan menguji mengenai pemahaman praktisi 
perbankan syariah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani 
Persentase Kriteria 
0% - 25% Pemahaman Nilai Tidak Memadai 
26% - 50% Pemahaman Nilai Kurang Memadai 
51% - 75% Pemahaman Nilai Cukup Memadai 
76% - 100% Pemahaman Nilai Sangat Memadai 
                        ∑ Jawaban ”Ya” 
Persentase =                                                                              X 100% 
   ∑ Jumlah Kuesioner x Jumlah Pertanyaan 
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terkait pemahaman mereka terhadap nilai humanis. Humanis memberikan suatu 
pengertian bahwa akuntansi syariah bersifat manusiawi, sesuai  dengan fitrah 
manusia dan dapat dipraktikkan sesuai kapasitas yang dimiliki oleh manusia 
sebagi makhluk yang selalu berinteraksi dengan orang lain dan alam secara 
dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator variabel humanis adalah 
sebagai berikut : 
1. Instrumental 
Konsep dasar instrumental diperoleh dengan dasar pemikiran bahwa 
Akuntansi Syariah merupakan instrumen yang dapat dipraktikkan di dalam dunia 
nyata. 
2. Socio-Economic 
Konsep dasar socio-economic mengindikasikan bahwa teori Akuntansi 
Syariah tidak membatasi wacana yang dimilikinya pada transaksi-transaksi 
ekonomi saja, tetapi juga mencakup transaksi-transaksi sosial. 
3.7.2 Emansipatoris 
Dalam hal ini, penulis akan menguji mengenai pemahaman praktisi 
perbankan syariah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani 
terkait pemahaman mereka terhadap nilai emansipatoris. Emansipatoris 
mempunyai pengertian bahwa teori Akuntansi syariah mampu melakukan 
perubahan-perubahan yang signifikan terhadap teori dan praktik akuntansi 
konvensional yang eksis saat ini. Adapun indikator variabel emansipatoris adalah 




Konsep dasar critical memberikan dasar pemikiran bahwa konstruksi teori 
Akuntansi Syariah tidak bersifat dogmatis dan eksklusif. Sikap kritis 
mengindikasikan bahwa kita dapat menilai secara rasional kelemahan dan 
kekuatan akuntansi konvensional.  
2. Justice 
Konsep dasar justice  mengindikasikan bahwa posisi aspek materi dan 
non-materi pada teori akuntansi konvensioanal didudukkan pada posisi yang tidak 
adil. Oleh karena itu, dengan konsep dasar justice, aspek-aspek penting dalam 
akuntansi akan didudukkan secara adil.     
3.7.3 Transendental 
Dalam hal ini, penulis akan menguji mengenai pemahaman praktisi 
perbankan syariah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani 
terkait pemahaman mereka terhadap nilai transendental. Nilai transendental 
memberikan suatu indikasi yang kuat bahwa akuntansi tidak semata-mata 
instrumen bisnis yang bersifat profan, tetapi juga sebagai instrumen yang melintas 
batas dunia profan. Adapun indikator variabel transendental adalah sebagai 
berikut : 
1. All-Inclusive  
Konsep dasar all-inclusive memberikan dasar pemikiran bahwa konstruksi 
teori Akuntansi Syariah bersifat terbuka. Artinya, tidak menutup kemungkinan 
teori Akuntansi Syariah akan mengadopsi konsep-konsep dari akuntansi 






Konsep dasar rational-intuitive mengindikasikan bahwa secara 
epistemologi, konstruksi teori Akuntansi Syariah memadukan kekuatan rasional 
dan intuisi manusia 
3.7.4 Teleologikal 
Dalam hal ini, penulis akan menguji mengenai pemahaman praktisi 
perbankan syariah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani 
terkait pemahaman mereka terhadap nilai teleologikal. Nilai teleologikal pada 
Akuntansi Syariah tidak sekedar memberikan informasi untuk pengambilan 
keputusan ekonomi, tetapi juga memiliki tujuan transendental sebagai 
pertanggungjawaban manusia kepada Tuhan, sesama manusia dan alam semesta. 
Adapun indikator variabel teleologikal adalah sebagai berikut : 
1. Ethical 
Ethical merupakan konsep dasar yang dihasilkan dari konsekuensi logis  
keinginan kembali ke Tuhan dalam keadaan tenang dan suci. Untuk kembali ke 
Tuhan dengan jiwa yang tenang dan suci, maka seseorang harus mengikuti 
hukum-hukum-Nya (sunnatullah) yang mengatur baik-buruk, benar-salah, dan 
adil-zholim. Singkatnya, teori Akuntansi Syariah dibangun berdasarkan nilai-nilai 
etika Islam. 
2. Holistic Welfare 
Konsekuensi dari penggunaan nilai-nilai etika Islam dalam konstruksi 
Akuntansi Syariah adalah diakuinya bahwa kesejahteraan yang menjadi salah satu 
aspek Akuntansi Syariah tidak terbatas pada kesejahteraan materi saja, tetapi juga 
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kesejahteraan non-materi. Jadi yang dimaksud dengan kesejahteraan di sini adalah 


























GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 
4.1 Sejarah Singkat Perusahaan 
 Perbankan Syariah lahir dari kolaborasi idealisme usaha dengan nilai-nilai 
rohani yang melandasi sistem operasionalnya, harmoni antara kedua komponen 
itulah yang menjadi pembeda sekaligus keunggulan Bank Syariah sebagai 
alternatif jasa Perbankan.  
 Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 
Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang 
menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip syariah dan menurut jenisnya 
terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan 
Rakyart Syariah (BPRS).  
 Bank Perkreditan Rakyat Syariah berfungsi sebagai pelaksana sebagian 
fungsi bank umum, tetapi di tingkat regional dengan berlandaskan kepada prinsip-
prinsip syariah. Pada sistem konvensional dikenal dengan Bank Perkreditan 
Rakyat. Bank Pembiayaan Rakyar Syariah merupakan bank yang khisus melayani 
masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan. Jenis produk yang ditawarkan oleh 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah relatif sempit jika dibandingkan dengan bank 
umum, bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan 
oleh Bank pembiayaan Rakyat Syariah, seperti pembukaan rekening giro dan ikut 
kliring.      
PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani didirikan pada 
tanggal 1 September 1993 di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, dengan nama 
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pada saat itu PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Sinar Mentari. Pendirian BPR 
Syariah tersebut merupakan komitmen dari beberapa tokoh organisasi 
Muhammadiyah dari daerah tersebut yang dimotivasi oleh semangat ke-Islaman 
mereka untuk mengaplikasikan prinsip syariah Islam dalam kegiatan 
perekonomian dan perbankan. 
Melalui izin Menteri Keuangan RI No. 298/KM.1/1994 tanggal 24 
Oktober 1994, PT BPR Syariah Sinar Mentari berganti nama menjadi BPR 
Syariah Fastabiqul Khairat. Perubahan nama tersebut mendapat dukungan dari 
beberapa tokoh dan cendekiawan muslim dari daerah setempat, yang kemudian 
tercatat namanya dan tergolong dalam 22 pemegang saham pendiri. 
Berangkat dari pemikiran sederhana untuk memberikan rasa keadilan baik 
dalam berinvestasi maupun berusaha secara universal tanpa membedakan ideologi 
dan lainnya serta pemberdayaan ekonomi ummat maka Pada tanggal 1 Oktober 
2002 BPR Syariah Fastabiqul Khairat yang sebelumnya beroperasi di Kabupaten 
Pinrang pindah ke kota Makassar, namun setelah beberapa bulan beroperasi di 
Makassar BPR Syariah Fastabiqul Khairat tidak mengalami kemajuan hingga 
pada akhirnya di akuisisi oleh Ir. H. Mubyl Handaling yang dengan berbekal 
pengalaman dalam dunia perbankan serta tangan dingin dan keahlian dalam 
mengelola koperasi simpan pinjam maka tak berselang beberapa lama BPR 
Syariah Fastabiqul Khairat mengalami kemajuan yang menggembirakan dan sejak 
tanggal 11 Februari 2003 BPR Fastabiqul Khairat telah berubah nama menjadi 
BPR Syariah Niaga Madani sesuai keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia No. C-22851-HT 01.01.04 tahun 2002 dan surat 
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keputusan pemimpin Bank Indonesia Makassar tanggal 20 November 2002 No. 
5/1/PBI/MKS/2003 tanggal 11 Februari 2003. 
Adapun alas an nama PT. BPR Syariah Niaga Madani adalah untuk 
member kesan bahwa BPR Syariah Niaga Madani melayani masyarakat secara 
umum baik muslim maupun non muslim dalam rangka menuju perbaikan 
ekonomi ummat secara merata dan berkeadilan, sehingga dapat mencapai 
kesejahteraan melalui kegiatan ekonomi. 
   Seiring perjalanan waktu serta keinginan yang kuat dari seluruh elemen-
elemen terkait BPR Syariah Niaga Madani untuk melakukan pengembangan 
usaha. Maka melalui Surat Persetujuan Bank Indonesia N0.7/18/DPBS/Makassar 
per tanggal 2 Maret 2005 tentang persetujuan pembukaan kantor cabang, maka 
terhitung sejak tanggal 7 Maret 2005 BPR Syariah Niaga Madani menorehkan 
sejarah dalam perkembangan BPR/S di Sulawesi Selatan dengan membuka kantor 
cabang pertama di Kabupaten Wajo dan guna memberikan pelayanan yang lebih 
luas khususnya di Kota Makassar maka berdasarkan Surat Keputusan Bank 
Indonesia No. 8/22/DPbS/PAdbS/MKS per tanggal 31 Oktober 2006, maka pada 
tanggal 2 Oktober 2006 BPR Syariah Niaga Madani mengopeasionalkan kantor 
pelayanan Kas di Jl. Abd Dg. Sirua Makassar. 
 Dalam upaya untuk memberikan kontribusi yang lebih berarti guna 
mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini 
terlihat dari asset yang dimilikinya hingga saat ini mencapai kurang lebih Rp. 15 
miliar. Asset PT BPR Syariah Niaga Madani ini dari tahun ke tahun tumbuh 
signifikan. Asset tersebut akan terus bertambah terutama setelah beberapa 
perbankan dan lembaga keuangan kembali menambah dana linkage program, 
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yaitu Bank Niaga Syariah Jakarta Rp. 3,5 miliar, Bank Muamalat Rp. 5 miliar, 
dan PT. PNM Makassar 4 miliar, sehingga dengan penambahan dana linkage itu, 
maka PT. BPR Syariah Niaga Madani menargetkan asset yang dimiliki bias 
mencapai 23 miliar. Dalam kurung waktu relatif singkat BPR Syariah Niaga 
Madani menargetkan memperluas jaringan operasional dengan membuka 4 
(empat) kantor cabang dari 10 (sepuluh) kantor Kas yang menyebar di sejumlah 
kabupaten/kotamadya di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan.  
 Dengan tekad menjadikan kualitas dan profesionalisme yang dilandasi 
dengan manajemen yang enerjik sebagai budaya perusahaan dan pengawasan 
melekat pada seluruh elemen yang ada di PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah 
Niaga Madani serta dukungan Dewan Komisaris yang juga sekaligus pemegang 
saham meripakan tokoh yang sudah mempunyai reputasi sangat baik dan dikenal 
di masyarakat Sulawesi Selatan serta Dewan Pengawas Syariah yang merupakan 
tokoh masyarakat dan Ulama sehingga Insya Allah akan menjadikan BPR Syariah 
Niaga Madani sebagai lembaga keuangan mikro yang terdepan dan terpercaya 
dimasa-masa mendatang. 
 PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani sebagai salah satu 
bentuk bank syariah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki 
orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara fundamental karakteristik PT. Bank  
Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani adalah: 
1. Penghapusan riba 




3. Bank syariah yang bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank 
komersial dan bank investasi. 
4. Evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang 
berorientasi kepada penyertaan modal, karena PT. Bank  Perkreditan 
Rakyat Syariah Niaga Madani menerapkan profit and loss sharing dalam 
konsinyasi, ventura, bisnis, atau industri. 
5. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan 
pengusaha. 
6. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan 
likuiditasnya dengan memanfaatkan instrument pasar uang antarbank 
syariah dan instrument bank sentral berbasis syariah. 
 
4.2 Visi dan Misi PT. Bank  Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani 
4.2.1 Visi PT. Bank  Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani 
 “Menjadi Kelompok Usaha Industri Jasa Keuangan Mikro 10 Besar 
Nasional Tahun 2015 yang Bermanfaat bagi Umat”  
4.2.2 Misi Bank PT. Bank  Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani 
   a. Misi terhadap karyawan: 
    “Memberikan Kesejahteraaan Kepada Karyawan” 
 b. Misi terhadap customer: 
    “Memberikan Pelayanan yang Berkualitas dan Bermanfaat” 
c. Misi terhadap shareholder:  




4.3 Struktur Organisasi Perusahaan 
Di Indonesia, setiap organisasi baik organisasi yang sangat sederhana 
maupun organisasi yang sangat luas dan kompleks, masalah penyusunan 
organisasi menjadi hal yang penting dan sangat diperlukan. Hal ini dilakukan agar 
setiap karyawan mengetahui tugasnya dan bertanggung jawab atas pekerjaannya 
masing-masing. 
 Suatu organisasi yang jelas struktur informasinya biasanya digolongkan 
organisasi formil, sedangkan keorganisasian informasi terjadi dengan adanya 
jalinan hubungan kerja yang tidak ditetapkan dengan resmi dalam organisasi 
tersebut. 
 Dalam sebuah pemahaman umum, struktur organisasi setiap organisasi 
terdapat beberapa unsur, yaitu : 
1. Adanya sekelompok orang. 
2. Adanya sekelompok orang yang saling bekerja sama. 
3. Adanya suatu tujuan tertentu. 
4. Satu sama lain terkait secara formil. 
5. Mempunyai atasan dan bawahan. 
Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank 
konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat 
membedakan antar bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya 
Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan 
produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. 
Dewan Pengawas Syariah diletakkan pada posisi setingkat Dewan 
Komisaris. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang duberikan 
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oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan 
pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umun pemegang saham setelah para 
anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah 
Nasional. 
Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah 
mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agara selalu sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku 
dalam bank syariah sangat khusus jika disbanding bank konvensional. Karena itu, 
diperlukan garis panduan (guidelines) yang mengaturnya. Garis panduan ini 
disusun dan ditentuka oleh Dewan Syariah Nasional. 
Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala 
(biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan 
ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (annual report) 
bank bersangkutan. 
Tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat 
rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, Dewan 
Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk 
diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.  
Adapun struktur organisasi pada PT. Bank  Perkreditan Rakyat Syariah 
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Strukur Organisasi Kantor Cabang 
















Sumber:  PT. BPR Syariah Niaga madani 
 
4.4 Job Description 
4.4.1 Pembagian Tugas Pokok Berdasarkan Tugas Jabatan 
A.  Personalia dan Umum 
Bertanggung jawab langsung kepada Direksi dan tugas pokoknya 
adalah sebagai aparat personalia yang bertanggung jawab atas kegiatan 
personalia sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh management. 
Juga sebagai aparat umum yang bertanggung jawab atas lancarnya 
DIREKSI 
KEPALA CABANG 
WAKIL KEPALA CABANG 















kegiatan supporting terhadap kegiatan yang menunjang operasional 
Bank,baik kantor pusat, cabang, dan kantor kas serta bertanggung jawab 
atas pengamanan seluruh harta tetap serta persediaan dan kelengkapan 
lainnya.baik secara fisik maupun administrasi. 
B. Manager Credit Risk & Reviewer 
 Bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan tugas pokoknya 
adalah sebagai aparat management yang bertanggung jawab penuh atas 
kegiatan-kegiatan analisa yuridis atas proposal yang diterima, dan 
meneliti setiap individual pembiayaan yang diberikan, pengikatan di 
notaris, administrasi-administrasi pembiayaan, dan legal maupun hal-hal 
lain yang menyangkut bagian dari pembukuan dan laporan fasilitas 
pembiayaan sesuai ketentuan yang digariskan oleh management. 
C. Manager Operasional dan Keuangan  
 Bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan tugas pokoknya 
adalah sebagai aparat management yang bertanggung jawab penuh atas 
kegiatan operasional bagian Kas dan bagian Accounting sesuai dengan 
ketentuan yang telah digariskan oleh management. 
D. Koordinator (Ass.AO) Pemasaran 
Bertanggung jawab langsung kepada Manager Pemasaran dan tugas 
pokonya adalah melakukan prospek dan pembinaan/penagihan atas 
nasabah-nasabah (debitur) dalam melaksanakan ketentuan yang telah 
digariskan oleh management. 
E. Kepala cabang/Kas 
Bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan tugas pokoknya 
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adalah :  
1) Menandatangani surat-surat berharga atas nama Bank serta memo-
memo/warkat-warkat yang telah diparaf oleh pejabat yang 
berwenang dalam kegiatan bank. 
2) Menetapkan dan menyetujui serta memerintahkan kepada pejabat 
yang berwenang untuk melakukan penarikan, penyetoran, dan 
pemindahan buku. 
3) Menetapkan, memutuskan, dan menyetujui, serta memerintahkan 
pembayaran dlam rangka realisasi pembiayaan yang diberikan 
kepada calon nasabh bank dalam batas wewenang yang telah 
ditetapkan oleh dan Direksi dan Dewan Komisaris sesuai cara kerja 
dan prosedur yang telah ditetapkan. 
4) Menetapkan cara-caraa penagihan kembali atas pembiayaan yang 
telah diberikan kepada debitur yang cidera janji/menunggak secara 
efektif dan efisien. 
5) Mengatur da menetapkan karyawan bank sebagai petugas 
pelaksana dalam lingkungan bank. 
6) Menilai prestasi kerja karyawan yang bertugas di lingkungan bak 
serta mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam upaya 
meningkatkan daya kerja dan penertiban personalia. 
7) Membuat Renacan Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) cabang tiap 
yahun dan bertanggung jawab dalam hal pencapaian target tersebut. 
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8) Kepala cabang bertanggung jawab kepada Direksi terhadap 
karyawan bank dan keberhasilan melaksanakan tugas-tugas sesuai 
ketentuan dan prosedur yang berlaku.   
4.5 Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani 
  Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani, pada dasarnya 
melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu 
melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat di samping 
penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha 
Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani didasarkan pada prinsip syariah. 
Impilkasinya, di samping harus selalu sesuai dengan  prinsip hukum Islam juga 
adalah karena dalam dalam prinsip syariah memiliki berbagai variasi akad yang 
akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank 
konvensional. 
4.5.1 Penghimpunan Dana 
Dalam penghimpunan dana Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga 
Madani melakukan mobilisasi dan investasi tabungan dengan cara yang adil. 
Mobilisasi dana saangat penting karena Islam mengutuk penumpukan dan 
penimbunan harta dan mendorong penggunaanya  secara produktif dalam rangka 
mencapaai tujuan ekonomi sosial. Sumber dana bank syariah berasal dari modal 
disetor dan hasil mobilisasi kegiatan penghimpunan dana. 
4.5.1.1 Modal Inti  
 Modal Inti adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari 
pemegang saham Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani sabagai pemilik 
bank. Modal inti ini terbagi 3, yaitu: 
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a. Modal yang disetor oleh para pemegang saham. Sumber dana in hanya 
timbul apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian 
saham, dan untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank 
dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru. Setiap tahun 
pemegang saham akan mendapatkan bagian bagi hasil usaha dlam bentuk 
dividen. Bentuk penyertaan modal dapat dilakukan dengan akad 
musyarakah. 
b. Cadangan, yaitu sebagian laba yang tidak dibagi, disisihkan untuk 
menutup timbulnya risiko kerugian di kemudian hari. 
c. Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para 
pemegang saham, tetapi oleh pemegang saham sendiri melalui RUPS 
diputuskan untuk ditanam kembali sebagi cara untuk menanam modal. 
4.5.1.2. Simpanan dan Investasi 
 Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank 
Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani berdasarkan akad wadi’ah atau akad 
lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, 
atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Menurut UU No. 24 Tahun 
2004 tentang Lembaga penjaminan Simpanan, setia bank wajib menjadi anggota 
LPS, termasuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani. LPS adalah 
lembaga berbadan hukum yang independen dan bertanggung jawab kepada 
presiden. LPS menjamin simpanan untuk setiap nasabah di satu bank paling 
banyak Rp 100 juta. 
 Sedangkan investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada 
Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani berdasarkan Akad mudharabah 
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atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk 
deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 
a. Tabungan 
Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau akad 
lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya 
hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang 
disepakati, tidak dapat ditarik dengan cek, bilyetn giro, dan atau alat 
lainnya yang dipersamakan dengan itu. 
Prinsip syariah tabungan diatur dalam Fatwa dewan Syariah 
Nasioanal No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Tabungan ada 
dua jenis yaitu tabungan yang tidak dibenarkan seara syariah, yaitu 
tabungan yang berdasarkan prinsip Wadi’ah dan Mudharabah. 
b. Deposito 
Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau 
akad yang lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang 
penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad 
antara nasabah penyimpan dan bank syariah. 
 Prinsip syariah deposito diatur dalam Fatwa DewanSyariah 
Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. Deposito ada dua 
jenis yaitu deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito 
yang berdasarkan perhitungan bunga. Dan deposito yang dibenarkan, yaitu 
deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. 
4.5.2 Penyaluran Dana 
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 Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk 
pembiayaaan syariah terbagi ke dalam enam kategori yang di bedakan 
berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: 
4.5.2.1. Pembiayaan Berdasarkan Pola Jual Beli dengan Akad Murabahah, Salam, 
atau Istishna’  
a.  Akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan 
menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya 
dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Bank 
bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga 
jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua 
pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.daam 
transaksi ini barang diserahkan dengan segera setelah akad sedangkan 
pembayarannya dilakukan secara tangguh. Landasan syariah murabahah 
adalah fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. 
b. Akad Salam adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan cara 
pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu 
dengan syarat tertentu yang disepakati. Dalam praktik perbankan, ketika 
barang telah diserahkan kepada bank , maka bank akan menjualnya 
kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau 
secra cicilan. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank 
dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara 
tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (bridging financing. 
Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus 
menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual 
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dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat 
berubah selama berlakunya akad. Umunya transaksi ini diterapkan dalam 
pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditas 
pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau 
secara cicilan. Landasan syariah salam adala Fatwa DSN MUI No. 
05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam. 
c.  Akad Istishna’ adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan 
pembuatan    barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli 
(mustashni’) dan penjual atau pembuat (shani’). Produk istishna’ 
menyerupai produk salam, namun dalam istishna’ pembayarannya dapat 
dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim 
istishna’ dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan 
manufaktur dan konstruksi. Landasan syariah istisna’ adalah Fatwa DSN 
MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istisna’ dan No. 
22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istisna’ Paralel. 
4.5.2.2. Pembiayaan Bagi Hasil Berdasarkan Akad Mudharabah atau Musyarakah 
a. Akad mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu 
usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau Bank Syariah) 
yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (’amil, mudharib, 
atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi 
keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam 
akad, sedangkan kerugian ditanggug sepenuhnya oleh bank syariah 
kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja. 
Landasan syariah pembiayaan mudharabah adalah Fatwa DSN MUI 
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No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah 
(Qiradh). 
b. Akad musyarakah adalah Akad kerja sama di antara dua pihak atau 
lebihntuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan 
porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai 
dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan 
porsi dana masing-masing. Landasan syariah pembiayaan musyarakah 
adalah Fatwa  DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
pembiayaan musyarakah 
4.5.2.3. Pembiayaan Berdasarkan Akad Qardh 
 Akad qardh adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan 
bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada 
waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan. Landasan 
syariah akad qardh adalah Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Qardh.  
4.5.2.4. Pembiayaan Multijasa 
 Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan bank syariah 
dalam bentuk sewa menyewa jasa dalam bentuk ijararah dan kafalah. Landasan 
syariah pembiayaan multijasa ini adalah Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-






BAB V  
ANALISA DAN PEMBAHASAN 
 
5.1 Hasil Penelitian 
       Untuk melakukan penelitian terhadap praktisi perbankan syariah yang bekerja 
pada PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani tentang pemahaman 
mereka atas nilai-nilai syariah, maka penulis mengumpulkan data dengan jalan 
melakukan observasi langsung ke objek penelitian, wawancara dengan beberapa 
staf dan menejer sampai pada direktur utama dan menyebar kuesioner untuk 
praktisi perbankan syariah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga 
Madani. Dimana jumlah pegawai pada PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah 
Niaga Madani adalah 45 (empat puluh lima) orang yang menjadi sampel 
penelitian dari 123 (seratus dua puluh tiga) orang jumlah pegawai pada 
perusahaan itu. Ketiga cara tersebut dianggap cukup praktis bagi penulis dalam 
melakukan penelitian. Dan berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis tentang 
“Studi Pemahaman Nilai-Nilai Syariah Pada Praktisi Perbankan Syariah (Studi 
pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Makassar)”, maka diperoleh 
informasi sebagai berikut: 
5.1.1. Humanis 
Setelah melakukan pengumpulan data yang di peroleh melalui kuesioner, 
Pemahaman praktisi perbankan syariah yang berkaitan dengan nilai humanis 








Perhitungan persentase pemahaman nilai humanis  







Tidak Setuju Total 
1 38 6 1 45 
2 40 5 - 45 
3 40 3 2 45 
4 39 3 3 45 




 x  
 
Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh persentase secara keseluruhan 
sama dengan 87,2%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman nilai 
humanis pada praktisi perbankan syariah PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah 
Niaga Madani sangat memadai. 
5.1.1.2. Akuntansi Syariah sebagai Instrumen 
Pemahaman para praktisi perbankan syariah terhadap nilai humanis  yang 
berada pada tingkat sangat memadai, tercermin pada praktek kerja mereka pada 
perusahaan tempat mereka bekerja, salah satu hal yang selalu dijadikan contoh  
oleh para praktisi perbankan syariah pada yang menggambarkan akuntansi syariah 
sebagai instrumen akuntansi yang humanis adalah kebijakan bagi hasil pada 
praktek pembiayaan/perkreditan yang menggunkan konsep bagi hasil bagi debitur 
dan kreditur yang bersifat fleksibel den dilandasi dengan prinsip-prinsip syariah 
sangat berbeda dengan konsep bunga yang dilakukan oleh bank konvensional 
dalam melakukan pembiayaan. 
Konsep bagi hasil menurut para praktisi perbankan syariah merupakan 
salah satu instrumen akuntansi syariah yang bersifat humanis, dimana konsep ini 
memberikan keuntungan yang rata antara bank dan nasabah, kedua belah pihak 
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tidak melakukan dominasi atau tindakan penzoliman satu pihak atas pihak lain. 
Menurut seorang narasumber bahwa: 
…bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan 
usaha nasabah meningkat, sedangkan pengembalian pokok 
pembiayaan nasabah  disesuaikan dengan cash flow usaha nasabah 
sehingga tidak memberatkan nasabah… berbeda dengan prinsip 
bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan 
(nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang 
dihasilkan nasabah, sekalipun nasabah tersebut merugi atau lagi 
terjadi krisis ekonomi… 
 
Sepintas menurut para praktisi perbankan syariah secara teknis fisik, 
menabung di bank syariah dengan yang berlaku di bank konvensional hampir 
tidak ada perbedaan. Hal ini karena baik bank syariah maupun  bank konvensional 
diharuskan mengikuti aturan teknis perbankan secara umum. Akan tetapi, jika 
diamati secara mendalam terdapat perbedaan besar di antara keduanya.  
Perbedaan tersebut menurut praktisi perbankan syariah dapat 
diklasifikasikan menjadi dua perbedaan utama, perbedaan ini dimaksudkan agar 
dapat menjelaskan konsep bagi hasil yang sarat dengan nilai humanis dan berbeda 
dengan konsep bunga yang cenderung bersifat dehumanisasi. 
Perbedaan pertama  terletak pada akad. Pada bank syariah semua 
transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah. Dengan demikian, 
semua transaksi itu harus mengikuti aturan yang berlaku pada akad-akad 
muamalah syariah. Pada bank konvensional, transaksi pembukuan rekening, baik 
giro, tabungan, maupun deposito, berdasarkan perjanjian titipan, namun perjanjian 
titipan ini tidak mengikuti prinsip manapun dalam muamalah syariah, misalnya 
wadi’ah, karena salah satu penyimpangannya diantaranya menjanjikan imbalan 
dengan tingkat bunga tetap terhadap uang yang disetor. Sesuai dengan pendapat 
seorang praktisi perbankan syariah yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa 
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konsep bagi hasil dan bunga adalah proses humanisasi dan dehumanisasi, adapun 
praktiknya dapat dipahami sebagai suatu instrument yang sudah di praktikkan 
pada perbankan syariah. 
Perbedaan kedua terdapat pada imbalan yang diberikan. Bank 
konvensional menggunakan konsep biaya ( cost concept ) untuk menghitung 
keuntungan. Artinya, bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah penabung 
merupakan ongkos yang harus dibayar oleh bank. Karena itu, bank harus 
“menjual“ kepada nasabah lainnya (peminjam) dengan biaya (bunga) yang lebih 
tinggi. Perbedaan di antara keduanya disebut spread. Jika bunga yang dibebankan 
kepada peminjam lebih tinggi dari bunga yang harus dibayar kepada nasabah 
penabung, bank akan mendapatkan spread positif. Jika bunga yang diterima dari 
si peminjam lebih rendah, terjadi spread negatif bagi bank. Bank harus 
menutupinya dengan keuntungan yang dimiliki sebelumnya. Jika tidak ada, ia 
harus menanggulanginya dengan modal. Hal ini mencerminkan sebuah ketidak 
pastian yang sudah pasti akan merugikan salah satu pihak baik nasabah ataupun 
bank yang bersangkutan, sebuah refleksi dari proses dehumanisasi.  
Bank syariah  menggunakan pendekatan profit sharing, artinya dana yang 
diterima bank disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan yang didapatkan dari 
pembiayaan tersebut dibagi dua, untuk bank dan untuk nasabah, berdasarkan 
perjanjian pembagian keuntungan yang telah disepakati. Sesuai dengan konsep 
dasar instrumen yang mendorong adanya praktik akuntansi yang benar-benar 
dibutuhkan dalam dunia nyata dengan prinsip-prinsip syariah yang tidak 
merugikan salah satu pihak. 
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Salah seorang narasumber memberikan sebuah penjelasan dalam bentuk 
satu contoh kasus yang dapat dijadikan acuan perbandingan antara bank syariah 
dan bank konvensional sebagai gambaran praktek akuntansi yang didasari pada 
instrumen yang sarat dengan nilai humanis. 
Tabel 5.2 
Perbandingan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional 
BANK SYARIAH BANK KONVENSIONAL  
Bapak A memiliki Deposito Nominal = 
Rp 10.000.000,00  
Jangka Waktu = 1 (satu) bulan Nisbah 
bagi hasil = Deposan 57%: Bank 43%  
Bapak B memiliki Deposito 
Nominal = Rp 10.000.000,00  
Jangka Waktu = 1 (satu)  bulan 
Bunga = 6% p.a. 
Jika keuntungan yang diperoleh untuk 
deposito dalam 1 (satu) bulan sebesar  
Rp 30.000.000,00 dan rata-rata saldo 
deposito jangka waktu satu bulan adalah 
Rp 950.000.000,00  
 
Pertanyaan: Berapa keuntungan yang 
diperoleh Bapak A ? 
Pertanyaan: Berapa bunga yang 
diperoleh Bapak B ? 
Jawab :  
Rp (10.000.000 : 950.000.000) X Rp 
30.000.000 X 57% = Rp 180.000 
Jawab :  
Rp 10.000.000 X Rp (31 : 365 
hari ) X 6% = Rp 50.959 




 Dari contoh kasus tersebut kita dapat mengambil beberapa kesimpulan 
yang kemudian menjelaskan perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank 
konvensional yang kemudian menggambarkan bahwa akuntansi syariah 
merupakan instrumen humanis yang dapat dipraktikkan dalam dunia nyata 
dibandingkan dengan akuntansi konvensional. 
Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba begitu 
pandangan salah seorang praktisi perbankan syariah. Keduanya sama-sama meberi 
keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang 
sangat nyata. Instrumen bagi hasil pada perbankan syariah dan bunga pada bank 
konvensional memberikan gambaran sederhana terhadap akuntansi yang lebih 
humanis. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut.  
Tabel 5.4 
Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil 
                    BUNGA                  BAGI HASIL 
a. Penentuan bunga dibuat pada 
waktu akad dengan asumsi 
harus selalu untung. 
a. Penentuan besarnya rasio/nisbah 
bagi hasil dibuat pada waktu 
akad dengan berpedoman pada 
kemungkinan untung rugi. 
b. Besarnya persentase 
berdasrkan pada jumlah uang 
(modal) yang dipinjamkan 
b. Besarnya rasio bagi hasil 
berdasarkan pada jumlah 
keuntungan yang diperoleh 
c. Pembayaran bunga tetap 
seperti yang dijanjikan tanpa 
pertimbangan apakah proyek 
c. Bagi hasil bergantung pada 
keuntungan proyek yang 
dijalankan. Bila usaha merugi, 
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yang dijalankan oleh pihak 
nasabah untung atau rugi. 
kerugian akan ditanggung 
bersama oleh kedua belah pihak. 
d. Jumlah pembayaran bunga 
tidak meningkat sekalipun 
jumlah keuntungan berlipat 
atau keadaan ekonomi sedang 
“booming”. 
d. Jumlah pembagian laba 
meningkat sesuai dengan 
peningkatan jumlah pendapatan. 
Sumber:  PT. BPR Syariah Niaga madani 
 
Dari ilustrasi dan penjelasan yang telah dipaparkan oleh para praktisi 
perbankan syariah di atas, maka kita dapat melihat bahwa bunga dan bagi hasil 
kedua-duanya menjanjikan keuntungan namun proses dan hasil yang dicapai 
sanagt berbeda. Konsep dasar instrumen pada akuntansi syariah tidak sekedar 
digunakan untuk membentuk sebuah teori dan berhenti pada teori itu sendiri, 
tetapi juga masuk pada tingkat yang benar-benar dibutuhkan dalam dunia nyata. 
Dengan demikian instrumen ini sangat sarat dengan nilai –nilai masyarakat yang 
mempraktikkannya. Implikasinya adalah bahwa masyarakat  yang 
mempraktikkannya tidak merasa asing dengan instrumen ini, bahkan mereka 
merasa nyaman pada saat mempraktikkannya. 
5.1.1.2. Akuntansi Syariah dengan konsep Socio-Economic  
Dalam menjalankan organisasi harus didasari pada peradaban bisnis yang 
berwawasan humanis, humanis yaitu sifat manusiawi, memanusiakan manusia, 
dan bahkan mengembalikan manusia pada fitrahnya yang suci.  Dimana 
diharapkan dapat menstimulasi prilaku manusia bahkan perusahaan menjadi 
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periaku yang manusiawi. Hal ini merupakan salah satu tujuan berdirinya Bank 
Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani sebagaimana diakui oleh manajemen 
pada tingkat direksi. 
Salah satu komentar narasumber jika dianalisis lebih jauh merupakan 
pembenaran dari konsep organisasi yang dipaparkan di atas, di mana peran 
akuntan menjadi sangat penting dalam sebuah perusahaan, karena informasi yang 
dihasilkan oleh akuntan akan berdampak langsung pada pengambilan keputusan, 
yang pada akhirnya menentukan jalannya roda kehidupan perusahaan. 
 
…praktik akuntansi yang digunakan dalam dunia bisnis sekarang 
tidak lain merupakan konsep yang dibuat dan dihasilakan oleh 
akuntan…  
 
Praktik ini secara pasti menciptakan dan membentuk realitas sosial yang 
melingkupi dan hadir dalam kehidupan sosial masyarakat bisnis. Dengan 
kehadirannya ini, individu-individu anggota masyarakat (bisnis), secara sadar atau 
tidak, terperangkap dalam jaringan-jaringan kerja (networks) realitas sosial yang 
sudah tercipta tadi. Jaringan-jaringan kerja realitas sosial ini merupakan jaringan 
kuasa yang dengan power (kuasa)-nya mampu memikat, mengikat dan memilih 
kehidupan sosial masyarakat ke dalam jaringan kerjanya.  
Para praktisi perbankan syariah secara kritis seharusnya mampu 
membebaskan manusia dari ikatan realitas (peradaban) semu beserta jaringan-
jaringan kuasanya, untuk kemudian memberikan atau menciptakan realitas 
alternatif dengan seperangkat jaringan-jaringan kuasa Ilahi yang mengikat 
manusia dalam hidup sehari- hari. 
Akuntansi dapat dijadikan sebagai sebuah titik awal untuk mendorong 
terbentuknya realitas sosial yang humanis, begitu keyakinan direksi PT. Bank 
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Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani setelah sekian lama bergelut dalam 
praktek ataupun teori ekonomi Islam. Hal ini demikian, seperti telah diketahui 
menurut narasumber tersebut, praktisi perbankan syariah yang juga seorang 
akuntan mempunyai keahlian menciptakan asumsi-asumsi dan konvensi-konvensi 
misalnya metode penyusutan, metode penilaian persediaan, metode pengakuan 
pendapatan dan beban, dan lain-lainnya untuk menggambarkan realitas sosial. 
Praktisi perbankan syariah dan konsep-konsepnya tersebut mereduksi realitas 
sosial yang sangat kompleks tadi dalam bentuk angka-angka, yaitu angka-angka 
akuntansi. Angka-angka ini akhirnya dikonsumsi oleh pihak-pihak lain yang 
berkepentingan untuk pengambilan keputusan.  
Beberapa narasumber lain juga meyakini bahwa akuntansi mempunyai 
kekuatan untuk memengaruhi orang lain dalam melaksanakan suatu tindakan. Dan 
perlu diketahui, bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh, misalnya 
manajemen, kreditor, dan investor, akan membentuk realitas yang baru dimana 
realitas ini akan mempengaruhi orang lain sesuai dengan realitas yang ia ciptakan. 
Relitas baru yang telah tercipta dari informasi akuntasi tersebut secara dinamis 
berinteraksi dengan sistem ekonomi, sistem politik, kultur masyarakat, legal 
system, dan sistem sosial yang dalam bentuk lebih luas pada akhirnya akan 
membentuk realitas sosial yang sarat dengan nilai humanis.  
Praktisi perbankan syariah menjelaskan bahwa akuntansi yang dibangun 
dengan asumsi-asumsi, konvensi-konvensi dan teori-teori yang bebas nilai, pasti 
akan memberikan informasi yang menggiring para penggunanya kepada 
keputusan dan tindakan yang juga bebas nilai. Dan akhirnya, realitas yang tercipta 
dari keputusan tersebut, adalah realitas yang bebas nilai, salah satunya kering dari 
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nilai-nilai etika. Dengan kata lain, realitas ini mengitari kehidupan anggota 
masyarakat yang secara pasti akan membentuk perilaku dan kepribadian anggota 
masyarakat tersebut dengan karakter yang sama dengan realitas sosial yang 
menjadi lingkungannya. Yang cukup memprihatinkan menurut narasumber 
tersebut adalah bahwa realitas semacam ini sudah dianggap sebagai realitas yang 
benar padahal dalam realitas tersebut, yang merupakan produk dari modernisme, 
sedang terjadi proses dehumanisasi.  
Dari ilustrasi di atas kita dapat memahami bahwa informasi akuntansi 
yang diperoleh dari angka-angka akuntansi mempunyai pengaruh yang besar 
dalam pengambilan keputusan, dan pada gilirannya, juga akan berpengaruh 
terhadap pembentukan relaitas sosial.  
Dari hasil observasi terlihat jelas bahwa praktik akuntansi syariah pada 
perbankan syariah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat  yang 
berada pada lingkungan bank syariah tersebut. Hal ini dapat digambarkan dari 
meningkatnya minat masyarakat untuk melakukan transaksi pada Bank 
Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani guna mambiayai pengembangan usaha 
mereka ataupun untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya, dibuktikan 
dalam laporan keuangan yang oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga 
Madani yang dipublikasikan pada masyarakat umum yaitu meningkatnya 
transaksi pembiayaan baik yang berupa pembiayaan modal usaha ataupun jual-
beli. 
Masih melalui proses observasi ditemukan bahwa praktisi perbankan 
syariah juga senantiasa mendorong masyarakat untuk mengembangkan usahanya 
secara halal dan sesuai dengan prinsip-prinip syariah. Sesuai dengan aturan yang 
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mengatur bank syariah bahwa bank syariah hanya diperbolehkan membiayai 
usaha-usaha yang dikelola dengan halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 
Maka bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. 
Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung 
di dalamnya hal-hal yang diharamkan. 
Menurut salah seorang narasumber yang sehari-harinya bertugas sebagai 
bagian pemasaran menyatakan bahwa dalam perbankan syariah suatu pembiayaan 
tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya sebagai 
berikut. 
1. Apakah objek pembiayaan halal atau haram? 
2. Apakah objek pembiayaan menimbulkan kemudharatan untuk 
masyarakat? 
3. Apakah objek pembiayaan berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila? 
4. Apakah objek pembiayaan berkaitan dengan perjudiaan? 
5. Apakah objek pembiayaan dapat merugikan syiar Islam, baik secara 
langsung maupun tidak langsung. 
Dari uraian yang telah dipaparkan baik secara teoritis maupun  praktik 
jelas terlihat bahwa pemahaman para praktisi perbankan syariah terhadap konsep 
dasar socio-economic mengindikasikan bahwa akuntansi syariah tidak membatasi 
wacana yang dimilikinya pada transaksi-transaksi ekonomi saja, tetapi juga 
mencakup transaksi-transaksi sosial. Transaksi sosial di sini meliputi transaksi 
yang menyangkut aspek sosial, mental dan spiritual dari sumber daya yang 
dimiliki oleh entitas bisnis. 
5.1.2. Emansipatoris  
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Setelah melakukan pengumpulan data yang di peroleh melalui kuesioner, 
Pemahaman praktisi perbankan syariah yang berkaitan dengan nilai emansipatoris 
terungkap pada tabel berikut ini: 
Tabel 5.5 
Perhitungan persentase nilai emansipatoris  








Tidak Setuju Total 
5 30 9 6 45 
6 41 4 - 45 
7 31 7 7 45 
8 30 8 7 45 




 x  
Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh persentase secara keseluruhan 
sama dengan 73,3%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman nilai 
emansipatoris pada praktisi perbankan syariah PT Bank Perkreditan Rakyat 
Syariah Niaga Madani cukup memadai. 
5.1.2.1.  Akuntansi Syariah sabagai Akuntansi Kritis dan Justice 
Dari keempat nilai (humanis, emansipatoris, transendental, teleologikal) 
yang dijadikan indikator pemahaman para praktisi perbankan syariah terhadap 
nilai-nilai syariah, pemahaman tentang nilai emansipatoris terbilang relatif lebih  
rendah jika dibandingkan dengan pemahaman ketiga nilai yang lain, dari 
pengamatan penulis kecenderungan para praktisi perbankan syariah memberikan 
jawaban setuju atau ya jika diperhadapkan pada pertanyaan yang berkaitan dengan 
teori akuntansi syariah yang berhubungan langsung dengan Tuhan atau pertanyaan 
yang bersifat vertikal antara manusia dan penciptanya. Namun, bebeda dengan 
pertanyaan  yang berkaitan dengan akuntansi syariah sebagai alat yang digunakan 
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untuk mengumpulkan informasi yang bersifat hubungan antara manusia dengan 
manusia atau disebut juga dengan hubungan horizontal.  
Fenomena tersebut menurut pengamatan penulis bahwa para praktisi 
perbankan syariah  memahami bahwa akuntansi syariah merupakan alat 
pertanggungjawaban mereka di akhirat kelak pada Tuhan yang telah memberikan 
amanah kepada mereka sebagai khalifahtullah fil ardhi,hal ini memberikan suatu 
keyakinan pada mereka sehingga mereka akan setuju terhadap pernyataan 
tersebut. Namun, untuk proses melakukan dekonstruksi akuntansi yang baru 
sesuai dengan amanat emansipatoris para praktisi perbankan syariah cenderung 
ragu-ragu dan beberapa yang lain menolak adanya proses perbaikan atau dalam 
penelitian ini disebut sebagai proses dekonstruksi akuntansi yang bersifat 
humanis, transendental dan teleologikal. 
Dari fenomena ini pula dapat dipahami bahwa, pemahaman para prakitisi 
perbankan syariah terhadap nilai-nilai syariah masih terbatas pada akuntansi 
syariah praktis yang lebih bersifat pragmatis untuk memenuhi kebutuhan  praktis 
yang ada saat ini, belum sampai pada pemahaman akuntansi syariah filosofis-
teoritis yang mencoba untuk mencari dasar-dasar filosofis yang membangun 
akuntansi syariah yang sarat dengan nilai-nilai syariah. Fenomena tersebut muncul 
dari hasil analisis penulis melalui proses trangulasi antara jawaban pada koesioner 
dan hasil wawancara pada narasumber yang bersangkutan. 
Kapitalisme sebagai pengetahuan dengan kuasa yang kuat mampu 
membentuk pola pikir seseorang individu menjadi pola pikir yang kapitalis. Dari 
pola pikir semacam ini, konsekuensinya, akan menghasilkan pengetahuan dan aksi 
(serta prilaku) dengan warna kapitalisme. Semuanya akan berinteraksi sedemikian 
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rupa sehingga akan terbentuk realitas sosial dengan nilai-nilai kapitalisme sebagai 
warna utama. Hal inilah yang kemudian melatar belakangi pemahaman para 
praktisi perbankan syariah dalam memahami akuntansi syariah yang memiliki 
sikap kritis, karena terbelunggu pada pola pikir yang mendominasi masyarakat 
yaitu pola pikir kapitalis maka aksi atau prilaku yang ditunjukkannya juga bersifat 
kapitalis.  
Karena realitas sosial telah terbentuk dengan nilai-nilai kapitalisme, maka 
mau tidak mau akuntansi akhirnya juga mempunyai warna yang sama dengan 
realitas sosial yang mengitarinya. Karena akuntansi dibentuk oleh faktor kultur 
masyarakat, sistem ekonomi, sistem politik, sistem sosial, dan bentuk organisasi. 
Karena saat ini yang sedang menjadi logosentrisme adalah ideologi 
kapitalisme, maka adalah suatu hal yang logis bila akuntansi konvensional yang 
sarat dengan nilai kapitalis juga akhirnya menjadi logosentrisme. Begitu kuatnya 
hegemoni yang ditanamkan oleh akuntansi konvensional, sehingga seorang 
narasumber menyatakan bahwa sungguh, sangat sulit dibayangkan bagaimana 
perusahaan-perusahaan bisa eksis tanpa akuntansi keuangan. Tanpa akuntansi 
keuangan, perusahaan tidak mungkin dapat diukur. Dari mana kategori-kategori 
tertentu bisa diperoleh, yang dengannya kita bisa memikirkan, mengakui, dan 
membuat keputusan serta melakukan tindakan berdasarkan kategori-kategori 
tersebut, jika tidak dari akuntansi keuangan?  Apa jadinya posisi keuangan atau 
kinerja perusahaan tanpa akuntansi keuangan? Tanpa konsep aktiva, utang, modal, 
dan laba. Pertanyaan-pertanyaan tentang kesehatan, kinerja dan ukuran 
perusahaan akan sangat sulit untuk dijawab. 
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Pernyataan tersebut jika dipahami dengan cermat, sebetulnya adalah 
pernyataaan yang menggunakan gaya sinisme, karena dia sendiri memberikan 
kritik-kritik tajam terhadap akuntansi konvensional atau akuntansi positif yang 
mengklaim dirinya sebagai praktik yang independen, netral, dan bebas dari nilai. 
Klaim-klaim semacam ini merupakan klaim yang khas yang banyak ditemui pada 
akuntansi positif dan ilmu-ilmu  positif lainnya termasuk ilmu ekonomi kapitalis. 
Oleh karena itu praktik dan standar akuntansi yang berpengaruh terhadap 
ukuran, kinerja, dan kesehatan perusahaan, mempengaruhi prilaku dan realitas 
sosial tidak terlepas dari campur tangan yang boleh jadi bersifat kontroversial dan 
bertentangan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Sejak penetapan standar, 
akuntansi mulai dimengerti sebagai kegiatan politik, pihak profesi akuntasi dan 
badan yang menetapkan standar menghadapi masalah dalam mempertahankan 
nilai-nilai akuntansi secara independen dan netral. 
Namun beberapa narasumber yang penulis wawncarai beranggapan bahwa 
akuntansi positif merupakan anak dari sistem ekonomi kapitalistik. Ciri 
maksimalisasi laba dan akumulasi modal merupakan model utama yang tidak 
dapat dipisahkan dari akuntansi. Maksimalisasi laba, misalnya, akan terlihat pada 
the bottom line dari Laporan Rugi-Laba (Income Statement) dengan nama Laba 
Bersih (net profit). Laba bersih yang tinggi merupakan tujuan utama (manajemen) 
perusahaan yang juga menjadi kepentingan bagi pemilik perusahaan/pemegang 
saham (shareholders), investor dan kreditor. Semakin tinggi angka akuntansi pada 
laba bersih, maka semakin baik kinerja dari perusahaan yang bersangkutan. 
Sedangkan ciri akumulasi modal akan tampak pada Neraca dengan label Laba 
yang Ditahan yang merupakan bagian dari Ekuitas (Equity), atau dilaporkan 
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secara khusus dalam Laporan Laba yang Ditahan (Reyained Earning Statement). 
Atau, akumulasi kapital itu berupa Ekuitas itu sendiri beserta komponen-
kompnennya seperti modal saham (biasa atau preferen), agio/disagio saham, laba 
yang ditahan, dan lain-lainnya. Semakin besar komposisi ekuitas ini terhadap 
jumlah hutang, maka semakin aman investasi yang ditanamkan oleh investor pada 
perusahaan.  
Masih menurut narasumber yang kami wawancarai menyatakan bahwa 
analisis-analisis tertentu seperti analisis rasio (profitabilitas,rentabilitas, aktivitas, 
solvabilitas, dan likuiditas) juga dapat digunakan oleh pihak-pihak yang 
berkepentingan atau yang terkait dengan perusahaan (stakeholders) untuk menilai 
perusahaan. Sepintas, kita dapat melihat bahwa alat-alat analisis sebetulnya juga 
tidak terlepas dari hegemoni kapitalisme. Adalah suatu hal yang logis bila 
akhirnya prilaku dan aksi oang-orang yang berkecimpung pada perusahaan 
tersebut sangat sarat dengan sifat-sifat kapitalis. Hal ini demikian, karena 
informasi yang digunakan oleh stakeholders adalah angka-angka akuntansi yang 
disajikan dalam laporan keuangan dan alat analisis yang dipakai juga mempunyai 
nilai yang sama. 
Dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, akhirnya angka-angka akuntansi 
menjadi angka-angka yang “sakral” yang dianggap dapat membantu 
meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi pihak-pihak yang berkepentingan 
melalui pengambilan keputusan ekonomi. Dan, sebagai penyedia informasi 
akuntansi juga dapat digunakan sebagai, misalnya alat pengawasan manajemen, 
alat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, alat untuk menurunkan agency 
costs, dan lain sebagainya. 
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Hegemoni akuntansi positif yang kapitalistik begitu kuat, sehingga ketika 
seseorang membicarakan akuntansi dalam konteks sosial, organisasi politik, dan 
filsafat, atau mangajukan bentuk akuntansi lain, maka hal tersebut akan sulit 
diterima. Karena semuanya, berada di luar orbit logosentrisme akuntansi positif. 
Hal ini dibuktikan juga oleh, jawaban salah seorang narasumber ketika penulis 
menjelaskan ide dekonstruksi pemikiran akuntansi dengan pendekatan nilai-nilai 
etika Islam. Narasumber tersebut kemudian berkomentar: 
…tidak bisa itu… pokoknya akuntansi yang sudah dipraktikkan 
sekarang ini sudah benar, tidak ada yang salah. Kau tidak perlu 
macam-macam memikirkan rekonstruksi akuntansi segala… itu 
percuma, tidak ada gunannya….    
 
Komentar yang senada dapat ditemui pada nara sumber yang lain yang 
juga masih berada dalam lingkaran orbit logosentrisme akuntansi positif. 
Komentar ini timbul ketika Penulis menjelaskan pemikiran filosofis dan etika 
akuntansi syariah, sebagai sebuah alternative dalam pemikiran akuntansi Dia 
Mengatakan: 
… bagaimana mungkin bisa terjadi atau ada bentuk akuntansi di luar 
GAAP [Generally Accepted Accounting Principles]? Tidak mungkin 
akuntansi yang berada di luar GAAP biasa diterima… itu tidak 
mungkin… 
 
 Bagi seorang praktisi perbankan syariah yang terbelenggu dalam pola 
pikir kapitalis, jawaban atas pertanyaan tersebut adalah tidak mungkin! Karena 
pemikiran-pemikiran akuntansi yang berada dalam posisi marginal adalah tidak 
layak untuk diperhitungkan. Namun, nada-nada komentar seperti tersebut diatas 
adalah wajar karena hegemoni akuntansi positif cukup lama berlangsung dan 
bahkan dapat dikatakan seumur dengan kapitalisme itu sendiri. Keterangan-
keterangan diatas tidak lain merupakan refleksi atas realitas sosial yang ada 
82 
 
sekarang, yaitu realitas yang sarat dengan hegemoni akuntansi positif yang tidak 
bisa dipisahkan dari dunia bisnis dan kehidupan masyarakat. 
Salah satu contoh yang menjadi bukti kongkrit dari hal ini dicontohkan 
oleh praktisi perbankan syariah tersebut bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-
hari. Tidak jarang terjadi peristiwa demonstrasi buruh yang menuntut kenaikan 
upah. Mengapa peristiwa demikian bisa terjadi? Karena perusahaan, yang 
menggunakan konsep maksimalisasi laba, enggan memberikan upah yang layak 
dengan alasan menekan biaya, atau, demi “efisiensi”. Perusahaan juga merasa 
enggan untuk menanamkan dananya pada, misalnya, mesin pemurni limbah 
industri. Karena investasi pada mesin ini sama sekali tidak dapat memberikan 
manfaat ekonomi. Akibat yang ditimbulkan adalah polusi dan eksploitasi manusia 
atas manusia, dan akhirnya yang dirugikan adalah lingkungan alam dan 
masyarakat secara keseluruhan. Rasio sebagai dasar pemikiran tidak mampu 
menjelaskan bahwa investasi pada mesin pemurnih limbah industri atau 
membayar upah buruh secara layak akan banyak memberikan manfaat sosial. 
Bahkan tidak jarang untuk tidak mengatakan bahwa sudah lazim praktik-praktik 
bisnis yang sudah ada sekarang mengesampingkan etika bisnis. Sehingga 
ungkapan bahwa “bisnis adala bisnis” yang artinya bahwa bisnis terpisah dari nilai 
etika bukan merupakan ungkapan yang aneh.  
Dari observasi yang dilakukan penulis perbankan syariah sebagai institusi 
bisnis yang belandaskan prinsip-prinsip syariah berkewajiban untuk membayarkan 
zakatnya, selain sistem bagi hasil yang menjadi perbedaan mendasar antara 
perbankan konvensional dan perbankan syariah, zakat merupakan hal berikutnya 
yang menjadi pembeda antara perbankan syariah dan konvensional. Hal ini juga 
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menjadi stimulan untuk pengembangan akuntansi yang lebih baik . oleh karena itu  
penilaian terhadap modal untuk menghitung zakat harus berdasarkan  Current 
Cost Accounting. Secara tegas menunjukkan bahwa Alquran telah mengaturnya. 
Peraturan secara tegas menunjukkan bahwa Islam juga memerlukan sistem 
akuntansi yang tepat untuk memberikan dasar pengenaan atas zakat yang harus 
dibayar. Kesemuanya ini memerlukan kegiatan akuntansi yang bersifat 
accountability. 
Untuk keluar dari relitas sosial yang kering dengan nilai-nilai etika yang 
telah dibentuk oleh akuntansi positif, bukan suatu pekerjaan yang mudah. Di sini 
diperlukan pemikiran yang intens agar bisa keluar dari jaringan-jaringan kerja 
yang sudah mapan dan dominan, para praktisi perbankan syariah menurut salah 
seoran nara sumber harus keluar dari engkraman pola piker sebelumnya untuk 
melihat realitas sosial dalam perspektif yang lebih luas dan kemudian melakukan 
suatu perubahan. Upaya semacam ini sudah mulai tampak pada menculnya 
akuntansi kritis. Perubahan bisa saja terjadi, terutama yang dilakukan oleh 
Akuntansi Kritis. Karena Akuntansi kritis membawa misi emansipatoris.  
 Praktisi perbankan syariah yang memahani akuntansi secara kritis  
memandang bahwa perusahaan tidak lagi sebuah entitas yang terpisah dari 
lingkungannya sebagimana dipahami oleh paham modernis yang fungsionalis dan 
positivistik, namun ia bagian yang tidak dapat terpisahkan dari lingkungannya. Ia 
hidup karena ia berada pada lingkungan masyarakat yang selalu berinteraksi satu 
satu sama lain. Atas dasar ini, perusahaan tidak lagi dipandang sebagai lembaga 
bisnis yang semata-mata beroperasi untuk meraih keuntungan, tetapi ia mulai 
melihat bahwa sisi lain berupa peningkatan kesejahteraan sosial bagi masyarakat 
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intern perusahaan maupun ekstern perusahaan (stakeholders). Konsep ini 
menempatkan posisi perusahaan yang bersifat sosial, karena sebaran kesejahteraan 
tersebar lebih merata. Kesejahteraan, dalam hal ini, dapat dirasakan oleh 
komunitas yang lebih luas, yaitu pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan 
seperti: pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditur, debitur, investor, 
nasabah, pemerintah, dan lain-lainnya. 
Konsekuensi dari upaya dekonstruksi adalah bahwa para praktisi 
perbankan syariah, sebagai seorang agentof change begitu istilah yang digunakan 
seorang narasumber unruk menjelaskan potensi akuntan  yang mempunyai potensi 
untuk membentuk realitas sosial harus mampu memasukkan intusi ke dalam setiap 
wacana yang sedang digeluti oleh akuntan yang bersangkutan. Seperti telah 
diketahui bahwa intuisi dalam wacana modernitas selalu dalam posisi marjinal, 
sedangkan pada posisi sentral adalah rasio. Dengan menempatkan intuisi yang 
sejajar dengan rasio, akuntan akan mampu melakukan rekonstruksi akuntansi. 
Rekonstruksi akuntansi dipandang perlu, karena akuntansi juga 
mempunyai kuasa untuk membentuk realitas sosial. Oleh karena realitas sosial 
yang ingin diciptakan adalah realitas sosial yang humanis, transendental, dan 
teleologikal, maka rekonstruksi akuntansi harus dilakukan dengan nilai yang 
sama. Dalam upaya tersebut, akuntansi syariah menawarkan pendekatan filosofis 
yang memiliki prinsip yang menerima adanya kemajemukan dan bersifat terbuka. 
Dengan pendekatan ini, akuntansi yang direkonstruksi akan menjadi akuntansi 
yang berwajah lebih komprehensif, humanis, emansipatoris, transendental, dan 





Setelah melakukan pengumpulan data yang di peroleh melalui kuesioner, 
Pemahaman praktisi perbankan syariah yang berkaitan dengan nilai transendental 
terungkap pada tabel berikut ini: 
Tabel 5.6 
Perhitungan persentase nilai transendental  








Tidak Setuju Total 
9 34 6 5 45 
10 40 4 1 45 
11 39 6 - 45 
12 45 - - 45 
Jumlah 158 16 6 180 
 
 % Transendental %8,87100180
158
 x  
 
 Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh persentase secara keseluruhan 
sama dengan 87,8%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman nilai 
Transendental pada praktisi perbankan syariah PT Bank Perkreditan Rakyat 
Syariah Niaga Madani sangat memadai. 
5.1.3.1.  Akuntansi Syariah bersifat terbuka (all-inclusive) 
Konsep dasar all-inclusive memberikan dasar pemikiran bahwa konstruksi 
teori Akuntansi Syariah bersifat terbuka. Artinya, tidak menutup kemungkinan 
teori Akuntansi Syariah akan mengadopsi konsep-konsep dari akuntansi 
konvensioanl, sepanjang konsep tersebut selaras dengan nilai-nilai Islam. Secara 
implisit, konsep ini mengarahkan kita pada pemikiran bahwa substansi lebih 




Pemahaman para praktisi perbankan syariah terhadap nilai transendental, 
jika di analisis secara kuantitatif melalui analisis jawaban koesioner pamahaman 
para praktisi perbankan syariah sangat memadai, secara kualitatif penulis 
menggambarkan pemahaman mereka melalui observasi dan wawancara yang 
dilakukan peneliti, hasil observasi penulis menemukan bahwa para praktitsi 
perbankan syariah menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 
(PSAK No. 59) tentang Akuntansi Perbankan Syariah dalam  mempersiapkan 
laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia pada tanggal 
1 Mei 2002. Dengan adanya standar ini menurut mereka yang disampaikan pada 
penulis melalui wawancara bahwa para praktisi perbankan syariah merasa sangat 
terbantu dalam menyiapakan laporan keungan. 
PSAK No.59 banyak mereferensi pada standar yang dikeluarkan oleh 
Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions 
(AAOIFI) pada tahun 1998, yaitu  Accounting and Auditing Organization for 
Islamic Financial Institutions. Standar yang diterbitkan oleh AAOIFI (1998) ini 
tentunya juga sangat bermanfaat bagi intitusi keungan Islam di seluruh dunia 
termasuk perbankan syariah.  
Namun demikian, menurut narasumber yang penulis wawancarai 
mengungkapkan bahwa konsep nilai yang mendasari kedua macam standar ini 
sebetulnya masih banyak dipengaruhi oleh konsep akuntansi konvensional, 
meskipun dalam banyak hal dalam standar tersebut menyebutkan istilah-istilah 
yang memang khas ada di perbankan syariah. Kedua standar tersebut juga 
menyajikan beberapa komponen laporan keuangan yang tidak ditemukan pada 
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bank konvensional, seperti Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infaq, 
dan Shadaqah dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Sosial.  
Terlepas dari pro dan kontra terbitnya PSAK No.59 ini, menurut 
narasumber merupakan langkah maju bagi lembaga yang membuat aturan standar 
akuntansi keuangan (IAI) sebagai lembaga yang memiliki otoritas 
untukmenerbitkan standar akuntansi keuangan dan dunia perbankan syariah itu 
sendiri yang sudah mulai eksis lebih dari satu dekade terakhir. 
Jika Dianalisis lebih jauh pola pikir narasumber yang menyampaikan 
pendapatnya tersebut memakai pola inklusivisme kritis yang merupakan salah satu 
metode atau  syarat penting bagi praktisi perbankan syariah  (yang sadar akan 
predikat Khalifatullah fil Ardh-nya) untuk mengemban amanat  yang dipikulnya, 
karena tanpa inklusivisme kritis ini mustahil  memperoleh ilmu pengetahuan atau 
mengetahui sunnatullah yang terhampar luas di alam semesta ini, apalagi untuk 
menyuruh individu-individu yang lain untuk berbuat ma’ruf dan mencegah yang 
mungkar. 
 Inklusivisme kritis  sangat membantu para praktisi perbankan syariah 
dalam memperkaya memperluas cakrawala akuntansinya, begitu istilah yang 
digunakan salah seorang narasumber  dalam menjelaskan fungsi inklusivisme 
dalam pengembangan akuntansi syariah. Beberapa dari praktisi perbankan syariah 
memahami bahwa inklusivisme merupkan prinsip yang  memperhatikan jenis dan 
asal-usul penerapan akuntansi yang dipraktikkan dalam dunia perbankan. Namun, 
konsep ini tetap kritis dalam arti bahwa paham kritis dapat membersihkan debu-
debu yang melekat pada praktik akuntansi yang dipraktikkan saat ini, yang 
mungkin mengandung nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai syariah.  
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5.1.3.2.  Akuntansi Syariah Perpaduan antara Rasional dan Intiuisi. 
Konsep dasar rational-intuituve mengindikasikan bahwa secara 
epistemologi, konstruksi teori akuntansi syariah memadukan kekuatan rasional 
dan intuisi manusia. Konsep ini tentunya sangat berbeda dengan konsep teori-teori 
modern. Teori-teori modern (termasuk akuntansi) mendudukkan rasio pada posisi 
sentral dan sebaliknya menyingkirkan intuisi dalam proses konstruksi teori.  
Intuisi, bagi teori-teori modern menurut seorang narasumber yang penulis 
wawancarai, berada di luar domain ilmu pengetahuan yang rasional. Oleh karena 
itu, intuisi manusia tidak dapat dilibatkan dalam konstruksi ilmu pengetahuan. 
Namun dalam kenyataannya, intuisi manusia memiliki kekuatan yang sangat besar 
dalam melakukan perubahan-perubahan signifikan dalam masyarakat. Intuisi 
inilah sebetulnya yang merupakan instrumen yang sangat penting yang kemudian 
disinergikan dengan instrumen rasional manusia.  
Dari hasil observasi, penulis menemukan proses dimana rasional dan 
intuisi digunakan secara bersamaan. Misalnya, ketika nasabah yang telah 
melakukan akad pembiayaan mengalami kesulitan dalam pengembalian pinjaman, 
praktisi perbankan syariah dengan menggunakan intuisi melakukan pendekatan 
emosional yang bersifat kekeluargaan pada debitur tersebut, jika memang 
ditemukan masalah yang menyebabkan debitur belum mampu mengembalikan 
pinjaman maka dilakukan langkah reschedule terhadap utang debitur tersebut, hal 
ini dilakukan agar memberikan kemudahan bagi debitur untuk mencukupi 
kebutuhan pokoknya terlebih dahulu. 
Pada kasus seperti dijelaskan di atas menurut para praktisi perbankan 
syariah adalah proses yang memasukkan aspek intuisi manusia terhadap analisis 
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rasio yang digunakan sebelumnya, intuisi sangat erat kaitannya dengan hati 
nurani, ketika praktik akuntansi tidak dilandasi dengan hati nurani dapat 
dipastikan bahwa praktik akuntansi yang dihasilkan sangat jauh dari akuntansi 
yang humanis, emansipatoris dan teleologikal. 
Pada beberapa kasus yang lain, seorang narasumber yang bertugas 
sebagai tenaga appraisal pada perbankan syariah mengungkapkan bahwa,  
terdapat debitur yang tidak mampu mengembalikan pinjaman maka praktisi 
perbankan syariah mengambil langkah penghapusan utang oleh praktisi perbankan 
syariah yang bersangkutan, namun agar menjadi pelajaran bagi debitur yang 
bersangkutan agar lebih waspada dihari-hari yang akan datang, maka penagihan 
atas pokok pinjaman terus dilakukan oleh praktisi perbankan syariah walaupun 
utangnya telah dihapus. 
Masih menurut narasumber yang sama menjelaskan bahwa, kekuatan 
intuisi para praktisi perbankan syariah juga menjadi alat analisis utama dalam 
menilai dan mengukur objek usaha yang melakukan permohonan pembiayaan. 
Intuisi merupakan alat yang digunakan oleh praktisi perbankan syariah dalam 
menyaring bisnis dan usaha yang akan dibiayai dalam menilai apakah 
terterkandung hal-hal yang diharamkan pada objek usaha yang akan dibiayai. 
Hampir seluruh narasumber yang diwawancarai penulis menyatakan 
bahwa, hubungan pinjam-meminjam dianjurkan agar terjadi hubungan saling 
menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat pada hubungan persaudaraan 
antara manusia. Hal yang perlu diperhatikan adalah apabila hubungan pinjam-
meminjam tersebut tidak mengikuti aturan yang diajarkan oleh Islam. Karena itu, 
pihak-pihak yang berhubngan harus mengikuti etika yang digariskan oleh Islam. 
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Peranan intuisi dalam penerapan etika Islam sangat penting, karena rasio 
cenderung mempengaruhi manusia untuk mengenyamapingkan etika dalam proses 
bisnisnya.  
Nilai-nilai etika Islam yang bersumber dari intuisi manusia, menjadi nilai 
yang membangun akuntansi syariah merupakan hal yang sangat penting guna 
memberikan informasi yang berkualitas, dan mengantarkannya kembali kepada 
Tuhan begitu keyakinan para praktisi perbankan syariah. Sesuai dengan tujuan 
transendental akuntansi syariah, bahwa akuntansi tidak hanya memberikan 
informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi, tetapi juga sebagai 
pertanggungjawaban manusia terhadap Tuhanya, kepada semua manusia, dan 
kepada alam semesta. 
Melalui pemaparan pemahaman praktisi perbankan syariah terhadap nilai 
transendental yang pada analisis kuantitatif didapatkan hasil sangat memadai, juga 
terbukti pada hasil observasi dan wawancara penulis terhadap praktek kerja para 
praktisi perbankan syariah yang juga memngindikasikan tingakat pemahaman 
mereka terhadap nilai transendental sangat memadai.  
5.1.4. Teleologikal 
Setelah melakukan pengumpulan data yang di peroleh melalui kuesioner, 
Pemahaman praktisi perbankan syariah yang berkaitan dengan nilai transendental 











Perhitungan persentase nilai teleologikal  








Tidak Setuju Total 
13 28 12 5 45 
14 45 - - 45 
15 40 5 - 45 
16 42 3 - 45 
Jumlah 155 20 5 180 
 
 % Teleologikal %1,86100180
155
 x  
 
Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh persentase secara keseluruhan 
sama dengan 86,1%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman nilai 
Teleologikal pada praktisi perbankan syariah PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah 
Niaga Madani sangat memadai. 
5.1.4.1. Akuntansi Syariah dan Nilai-nilai Etika Islam 
Dari beberapa narasumber yang penulis wawancarai beranggapan bahwa 
dasar nilai etika praktisi perbankan syariah terletak pada netralitas dan objektivitas 
yang dapat diartikan bahwa praktisi perbankan syariah melaporkan informasi 
seperti apa adanya, tidak menyediakan informasi dengan cara tertentu yang 
cenderung menguntungkan suatu pihak dan merugikan pihak lain. Unsur etika 
bagi praktisi perbankan syariah sangat penting karna hal ini memberikan persepsi 
bahwa sebenarnya akuntansi tidak terlepas dari nilai-nilai etika yang terdapat 
tidak hanya pada kepribadian praktisi perbankan syariah sebagai orang yang 
menciptakan dan membentuk akuntansi, tetapi juga akuntansi sebagai suatu 
disiplin ilmu pengetahuan. 
Beberapa  narasumber lain beranggapan bahwa informasi akuntansi 
merupakan unsur utama dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dengan kata 
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lain, keputusan-keputusan ekonomi yang diambil oleh seseorang, pada suatu sisi 
sangat dipengaruhi oleh informasi yang digunakan dan, pada sisi yang lain, 
keputusan tersebut berimplikasi atau berpengaruh pada terbentuknya suatu kondisi 
tertentu. Narasumber tersebut memberi contoh jika dengan informasi akuntansi 
seseorang investor mengambil keputusan untuk menanamkan dana dalam sebuah 
perusahaan yang sedang melakukan pengembangan usaha (ekspansi bisnis). 
Keputusan untuk melakukan investasi ini jelas menciptakan kondisi baru seperti, 
semakin besarnya kekayaan (asset) dan nilai perusahaan, terbukanya lapangan 
pekerjaan, semakin besarnya tingkat produksi. Akan tetapi jika informasi yang 
digunakan tidak valid maka yang terjadi adalah kondisi negatif, seperti, 
bangkrutnya perusahaan, adanya pemutusan hubungan kerja, meningkatnya 
jumlah pengangguran, hingga menurunnya tingkat pertumbuhann ekonomi dan 
kesejahteraan masyarakat. 
Jadi jika secara teoritis etika  merupakan konsep dasar yang dihasilkan dari 
konsekuensi logis  keinginan kembali ke Tuhan dalam keadaan tenang dan suci. 
Maka, para praktisi perbankan syariah yang telah mendapatkan amanah dari Allah 
melalui perspektif Khalifatullah fil Ardh dapat menjadikan akuntansi sebagai 
jembatan atau alat untuk kembali kepada Tuhan dalam keadan tenang dan suci 
jika mempraktikkan akuntansi berdasarkan nilai-nilai etika Islam begitulah 
keyakinan para praktisi perbankan syariah terhadap pengaruh etika terhadap 
informasi akuntansi yang telah mereka lakukan, hal ini menjadi bukti hasil 





5.1.4.2. Holistic Welfare Diakuinya Kesejahteraan Non-Materi 
Konsekuensi dari penggunaan nilai-nilai etika Islam dalam konstruksi 
Akuntansi Syariah adalah diakuinya bahwa kesejahteraan yang menjadi salah satu 
aspek Akuntansi Syariah tidak terbatas pada kesejahteraan materi saja, tetapi juga 
kesejahteraan non-materi. Jadi yang dimaksud dengan kesejahteraan di sini adalah 
kesejahteraan yang utuh  (holistic welfare). Ini tentu sangat berbeda dengan teori 
akuntansi konvensional. Teori akuntansi konvensioanal hanya berorientasi pada 
kesejahteraan materi.  
Kesejahteraan non-materi pada hakikatnya merupakan tujuan dari setiap 
manusia yang telah diberikan amanah oleh Tuhan yaitu kesejahteraan ketika ia 
kembali ke Tuhan, yang akhirnya sampai pada tataran falah. Perspektif ini 
memposisikan manusia sebagai hamba yang mendapat amanah dari tuhan. 
Dengan posisi ini, seorang  praktisi perbankan syariah dalam setiap tindakannya 
Akan selalu dikonfirmasi dengan kehendak yang memberikan amanah, yaitu 
kehendak Allah yang temaktub dalam hukum-hukum syariah. Jika demikian, 
maka semua aspek kehidupan akan sarat dengan nilai-nilai syariah. 
Seluruh Praktisi perbankan syriah  yakin bahwa seluruh amal perbuatan 
manusia sejak lahir sampai mati akan selalu dicatat oleh malaikat Allah, catatan 
amal yang dicatat oleh dua malaikat tersebut akan dijadikan bahan 
pertanggungjawaban manusia kepada Allah pada Hari Akhirat atau 
Penghisaban/Pengadilan (Hari Perhitungan Amal Manusia). Pada saat inilah 
manusia akan mendapatkan pembalasan sesuai dengan amal perbuatan yang 
dilakukan selama masa hidupnya. Mempercayai hari pembalasan adalah salah satu 
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dari rukun iman yang lima, yaitu kepada Hari Akhir. Pada hari itulah manusia 
akan datang kepada Tuhannya, dan Allah akan menghisabnya.  
Uraian tersebut di atas secara implisit mengisyaratkan bahwa praktisi 
perbankan syariah dalam setiap tindakannya, selalu berusaha untuk 
mempertimbangkan etika, yaitu nilai yang dijadikan dasar untuk membedakan 
yang benar dari yang salah, yang baik dari yang buruk, dan yang adil dari yang 
zholim sebelum melakukan suatu tindakan. Pandagan ini memberikan pengertian 
bahwa praktisi perbankan syariah memiliki kesadaran yang tinggi untuk selalu 
bertanggungjawab atas segala tindakan yang dilakukan. Kesadaran ini timbul 
terutama karena praktisi perbankan syariah mengetahui bahwa dia kelak akan 
kembali kepada pemberi amanah dan mempertanggungjwabakan semua tindakan 
yang telah dia perbuat.  
Kemampuan praktisi perbankan syariah untuk membedakan yang benar dari 
yang salah, yang baik dari yang buruk, dan yang adil dari yang zholim bergantung 
kepada kepekaan dua potensi fitrah yang dimiliknya begitu penjelasan beberpa 
narasumber, dua potensi fitrah yang dimiliki oleh manusia yaitu akal dan hati 
nurani. Akal merupakan instrumen untuk berpikir sedangkan hati nurani adalah 
lentera yang menerangi cara berpikir yang dilakukan dengan akal dengan nur Ilahi 
dan tali pengikat yang mengikatkan manusia akan asal kejadiannya dan tempat 
manusia kembali.  
Untuk mengukur baik tidaknya suatu tindakan, seorang narasumber 
mengatakan bahwa perilaku yang Islami, adalah perilaku yang pelakunya, selalu 
merasakan adanya pengawasan oleh Allah baik dalam keadaan tersembunyi 
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maupun terlihat orang dan selalu melakukan muhasaba (menghitung-hitung atau 
mengevaluasi) diri.  
Salah seorang praktisi perbankan syariah mengajak penulis untuk 
mengakaji lebih jauh Alquran surat Al-Baqarah ayat 282 Allah telah 
menggariskan bahwa konsep aspek pertanggungjawaban atau account-ability. 
Dalam ayat tersebut disebutkan kewajiban bagi umat Islam untuk menulis setiap 
transaksi yang masih belum tuntas atau transaksi tidak tunai. Tujuan perintah ini 
adalah untuk menjaga Keadilan dan Kebenaran. Dengan demikian, perintah ini 
menekankan pada kepentingan pertanggungjawaban agar pihak yang terlibat 
dalam transaksi itu tidak dirugikan, tidak terjadi konflik, dan adil. Untuk 
menciptakan hal ini terjadi sehingga perlu adanya kejujuran dan para saksi. 


















  Berdasarkan hasil penelitian yang didukung data dan informasi yang 
telah dikemukakan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa pemahaman 
para prakitisi perbankan syariah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga 
Madani terhadap nilai-nilai syariah adalah sebagai berikut: 
1. Nilai humanis dalam pemahaman praktisi perbankan syariah pada           
PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani ditinjau dari 
pemahaman teori dan praktik bahwa akuntansi syariah bersifat manusiawi 
dan instrumennya dapat dipraktikkan dalam dunia nyata, berdasarkan 
dengan prinsip-prinsip syariah yang humanis. Hal ini bisa dilihat dari 
prinsip bagi hasil yang dibangun dengan prinsip-prinsip syariah yang erat 
kaitannya dengan akuntansi syariah yang humanis. 
2. Pemahaman para prakitisi perbankan syariah pada PT. Bank Perkreditan 
Rakyat Syariah Niaga Madani terhadap nilai emansipatoris walaupun 
mendapatkan kriteria yang cukup  memadai, namun menurut pengamatan 
penulis pemahaman mereka masih terbatas pada akuntansi syariah praktis 
yang lebih bersifat pragmatis untuk memenuhi kebutuhan  praktis yang ada 
saat ini, belum sampai pada pemahaman akuntansi syariah filosofis-teoritis 
dalam rangka membangun akuntansi syariah yang emansipatoris. 
3. Praktisi perbankan syariah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah 
Niaga Madani sepakat bahwa nilai-nilai etika Islam yang menjadi 
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semangat akuntansi syariah merupakan hal yang sangat penting guna 
memberikan informasi yang berkualitas, dan mengantarkannya kembali 
kepada Tuhan pada akhirnya dengan falah. Sesuai dengan tujuan 
transendental akuntansi syariah, bahwa akuntansi tidak hanya memberikan 
informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi, tetapi juga sebagai 
pertanggungjawaban manusia terhadap Tuhanya, kepada semua manusia, 
dan kepada alam semesta. 
4. Prakitisi perbankan syariah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah 
Niaga Madani syariah paham bahwa mereka adalah khalifah di muka bumi 
yang telah diberikan amanah oleh Allah untuk melakukan proses 
pencatatan akuntansi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, dan akan 
dimintai pertanggungjawabannya ketika ia kembali pada Tuhannya.  
6.2. Saran 
1. Sesuai dengan hasil pembahasan yang berangkat dari analisis penulis 
menunjukkan bahwa pemahaman para praktisi perbankan syariah pada  
PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani terhadap nilai-nilai 
syariah sudah cukup memadai. Namun hendaknya manajemen PT. Bank 
Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani melakukan evaluasi internal 
pada pemahaman para prakitisi perbankan syariah pada PT. Bank 
Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani terhadap nilai-nilai syariah.  
2. Manajemen PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani  
hendaknya melakukan pelatihan yang berkesinambungan bagi para 
prakitisi perbankan syariah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah 
Niaga Madani, agar pemahaman para praktisi perbankan syariah yang 
98 
 
bekerja pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani dapat 
terus meningkat, seiring dengan hakikat ilmu pengetahuan yang terus 
berkembang, dan sejalan dengan perubahan realitas yang terjadi pada 
masyarakat. 
3. Manajemen PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani 
hendaknya memberikan dorongan dan motivasi bagi para pegawainya 
untuk ikut dalam program sertifikasi akuntan perbankan syariah, karna 
hingga saat ini dari 123 pegawai yang bekerja pada PT. Bank Perkreditan 
Rakyat Syariah Niaga Madani hanya empat orang yang bersertifikat 
akuntan perbankan syariah. sertifikasi akuntan perbankan syariah sangat 
bermanfaat bagi praktisi perbankan syariah dalam memahami akuntansi 
baik praktik ataupun teori. 
6.3. Keterbatasan  
1. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan 
yang menyebabkan hasil penelitian ini masih sangat minim, dimana pada 
saat ini literatur yang berkenaan dengan akuntansi syariah masih sangat 
minim maka uraian pada penelitian ini tentu saja masih terbatas pada 
tataran filosofis dan normatif. Sebab untuk dapat menemukan bentuk atau 
sampai tataran empiris dan positif, masih perlu dilakukan pengkajian 
secara mendalam tentang berbagai teori terkait.  
2. Keterbatasan peneltian ini juga disebabkan oleh terbatasnya jumlah dan 
kesempatan narasumber yang dapat diwawancarai untuk menggali lebih 
dalam pemahaman para praktisi perbankan syariah pada PT. Bank 
Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani  sehingga data kuantitatif dan 
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kualitatif yang kami dapatkan sangat sedikit, yang pada akhirnya 
menyebabkan validitas data menjadi terganggu.  
3. Penelitian ini terbatas hanya pada satu obyek penelitian yaitu PT. Bank 
Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani yang memiliki praktisi 
perbankan syariah yang relatif sedikit. sehingga hasil penelitian ini belum 
dapat menjangkau pemahaman praktisi perbankan syariah yang berada 
pada bank syariah yang lain.  
Namun, melalui keterbatasan peneltian ini penulis berharap, semoga 





















Adnan,M. Akhyar. 2005. Akuntansi Syariah: “Arah Prospek dan Tantangannya”. 
Yogyakarta: UI-Press.  
Antonio, M. Syafi’i. 1999. Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum. Jakarta: 
Tazkia Institut.  
Antonio, M. Syafi’i. 2007. Bank Syariah ”Dari Teori ke Praktik”. Jakarta : Gema 
Insani Press  
Arifin, Zainul. 2006. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta : Pustaka 
Alfabet 
Burhanuddin, S. 2010. Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: 
Graha Ilmu. 
Hadjisarosa, Poernomosidi, (1997), Makalah Kursus Singkat dan Lokakarya 
Ekonomi Islam II Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah, Yogyakarta, tanggal 18 - 
21 Agustus 
Harahap, Sofyan S., Wiroso dan Muhammad Yusuf. 2006. Akuntansi Perbankan 
Syariah. Jakarta: LPFE Usakti.  
Harahap, Sofyan Syafri, 1996. Akuntansi Islam. Jakarta: Bumi Aksara. 
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan.(PSAK 59). Tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta : 
Salemba Empat 
. 2009. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan 
Keuangan Syariah. Jakarta : Salemba Empat 
Karim, Adiwarman. 2004. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Edisi 
Kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.  
Kasmir. 2002. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta : Rajawali Pers 
Kuntowijoyo, K. 1991. Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi. Bandung: 
Penerbit Mizan. 
Sumitro, Warkum. 2002. Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga 
terkait. Jakarta : Rajawali Pers  
Mathews, MR and MHB Perera. 1993. Accounting Theory and Development. 
Melbourne: Thomas Nelson Australia. 
101 
 
Morgan, Gareth. 1988. Accounting as reality construction: towards a new 
epistemology for accounting  practice. Accounting, Organizations and 
Society 13 (5): 477-85. 
Muhammad, 2002. Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islami. 
Jakarta: Salemba Empat. 
. 2005. Bank Syariah “Problem dan Prospek Perkembangan di 
Indonesia”. Yogyakarta: Graha Ilmu. 
Muhammad. 2005. Manajemen Bank Syariah. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP 
AMP YKPN. 
Mulawarman, Aji Dedi. 2006. Menyibak Akuntansi Syariah. Yogyakarta: Kreasi 
Wacana 
Nasir, M. 1999. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. 
Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2008. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: 
Salemba Empat. 
Parker, Lee D. 1994. Here’s to An Accountable Future. Australia: International 
Accounting Conference, November14-16. 
Soemitra, Andri. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana. 
Triyuwono, Iwan. dan M. As’udi. 2001. Akuntansi Syariah: Memformulasikan 
Konsep Laba Dalam Konteks Metafora Zakat. Jakarta: Salemba Empat. 
Triyuwono, Iwan. 1995. Shari’ate organization and accounting: the reflections of 
self’s faith and knowledge. Unpublished PhD Dissertation. Wollongong: 
University of Wollongong, Australia.  
.1996. Teori akuntansi berhadapan dengan nilai-nilai keislaman. 
Jurnal Ulumul Qur’an. Vol. VI. No. 5: 44-61.  
. 2000a. Organisasi dan Akuntansi Syari’ah. Yogyakarta: LKiS. 
. 2000b. Akuntansi Syari’ah: Implementasi Nilai keadilan dalam 
Format Metafora Amanah, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, Vol 
4. No1: 1-34. 
. 2002. Metafora amanah dan shari’ah enterprise theory sebagai 
konsep dasar untuk membentuk akuntansi syari’ah. Jurnal Akuntansi dan 
Auditing Indonesia (forthcoming). 
. 2006. Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah. 
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 
102 
 
Undang-Undang Perbankan Nomor Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992. Jakarta. 
Yafie, Ali, dkk. 2003. Menggagas Konsep Ekonomi Syariah “Jalan Menuju 
Tatanan Perekonomian yang Berkeadilan”. Makassar: PT. Umitoha 
Ukhwah Gragika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
